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MOTTO 

ٌْهاَ  يَ الٌَّارِ فأًََقذََكُن هِّ َِ إخِْىَاًاً وَكٌُتنُْ عَلىََ شَفاَ حُفْزَةٍ هِّ  فأَصَْبحَْتنُ بٌِعِْوَتِ

“lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 

bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkan kamu dari padanya”.  

(QS. Al- Imran : 103) 
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TRANLITERASI 

Transliterasi merupakan acuan untuk mengetahui maksud dari 

bentuk bahasa lain seperti bahasa arab, istilah bahasa arab, nama 

orang, judul buku, dan lain sebagainya yang pada asalnya ditulis 

menggunakan dialek lain menjadi tulisan bahasa Indonesia. untuk 

menjamin konsistensi agar mampu menggambarkan sesuai dengan 

bentuk asalnya. oleh karena itu perlu ditetapkan suatu transliterasi 

sebagai berikut: 

 

1. Konsonan 

 q = ق z = س a = ء 

 k = ك s = س b = ب

 l = ل sy = ش t = ت

 m = م Sh = ص ts = ث

 n = ى dl = ض j = ج

 w = و th = ط h = ح

 zh ٍ = h = ظ kh = خ

 y = ي ` = ع d = د

  gh = غ dz = ذ

  f = ف r = ر

2. Vokal 

 ََ  = a 

 َِ = i 

 َُ = u 
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3. Diftong 

 ay =اي

 aw = او

4. Syaddah / Tasydid ( َّ ) 

Tasydid dilambangkan dengan menggunakan huruf konsonan 

ganda, misal كسّزkassara. 

 

5. Kata Sandang ( ال ) 

Kata sandang ( ال ) ditulis dengan al, misal العقل ditulis al-`aql. 

Ditulis dengan huruf kecil kecuali dipermulaan kalimat. 
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Abstrak 

Kesadaran gaya hidup halal oleh sebagian kalangan muslim di 

Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap perkembangan industri 

keuangan syariah, tidak terkecuali bank syariah. Take over atau 

disebut juga dengan pengalihan hutang adalah satu contoh transaki 

yang menggambarkan gaya hidup halal di Indonesia. Bank Jateng 

Cabang Syariah Semarang menjadi salah satu bank syariah yang 

menyediakan jasa pengalihan hutang (take over). Peraturan tentang 

pengalihan hutang di Indonesia telah diatur dalam KUHP, UU 

Perbankan  Syariah, PBI, SEBI dan Fatwa DSN MUI, namun dalam 

penjelasan beberapa regulasi tersebut terdapat sebuah perbedaan 

mengenai skema akad yang digunakan untuk pengalihan hutang di 

bank syariah. Dalam konteks penelitian hukum normatif, perbedaan 

tersebut memunculkan isu hukum, yaitu pertentangan hukum (conflict 

of norm). 

Berangkat dari masalah di atas, ada beberapa permasalahan 

yang dirumuskan untuk mengetahui analisis pelaksanaan pengalihan 

hutang (take over) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yaitu 

meliputi, apa dasar hukum pelaksanaan pengalihan hutang (take over) 

di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dan bagaimana analisis 

pelaksanaan pengalihan hutang  (take over) di Bank Jateng Cabang 

Syariah Semarang. 

Dalam menganalisis, menjelaskan dan menyimpulkan 

penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum 

normatif empiris, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka berupa 

Undang-Undang dan Fatwa DSN MUI, selain itu juga melihat 

pelaksanaan di lapangan, dalam hal ini terjun langsung melihat skema 

take over di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Penulis 

mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dasar 

hukum pelaksanaan pengalihan hutang (take over) di Bank Jateng 

Cabang Syariah Semarang adalah menganut pada SE Direksi Nomor 

7627/ HT.01.03/ SYAR/ 2016 Semarang, 31 Agustus 2016 perihal 
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Persyaratan dan Tata Cara Take Over Pembiayaan dari Bank Lain di 

Kantor Cabang Syaraih dan Kantor Cabang Pembantu Syariah, yaitu 

menggunakan 4 alternatif sebagaimana skema akad yang difatwakan 

DSN MUI Monor 31 Tahun 2002 bukan menggunakan akad hiwalah 

sebagaimana yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia. Mereka 

menggunakan alternatif tersebut karena alternatif yang ditawarkan UU 

perbankan dan regulasi hukum positif lainya dinilai belum jelas dan 

sulit untuk diterapkan di bank syariah. Selanjutnya, pelaksanaan 

pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang 

menggunakan empat alternatif akad sebagaimana ketentuan fatwa 

DSN MUI Monor 31 Tahun 2002 secara yuridis tidak dipermaslahkan, 

karena tidak ada peraturan yang mengatur pelarangan mengenai itu, 

baik dari UU Perbankan syariah,  OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau 

BI (Bank Indonesia). Akan tetapi, karancuan regulasi tersebut 

berdampak pada munculnya pertentangan hukum karena isu hukum 

timbul akibat adanya dua proporsi hukum yang saling berhubungan 

satu sama lain. 

Kata Kunci 

(Pengalihan Hutang (take over), Hiwalah, Hukum) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat 

lepas dari yang namanya kegiatan perikatan atau transaksi 

dengan sesama. Di antara transaksi yang berlaku di Indonesia, 

terhitung paling populer yakni transaksi jual beli. Jual beli 

merupakan kegiatan transaksi dalam bidang bisnis untuk 

kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Jual beli dapat 

didefinisikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling suka 

rela atau memindahkan milik dengan  ganti yang dapat 

dibenarkan.
1
  

Sistem pembayaran jual beli yang tumbuh di 

masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara 

tunai atau secara kredit (angsuran). Jual beli kredit atau 

angsuran (bai’u At-Taqsith) yaitu suatu pembelian yang 

dilakukan terhadap suatu barang yang mana pembayaran 

barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai 

dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak.
2
 

                                                           
 

1
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: Al-Maarif, 1987), h. 45. 

 
2
 Cahiruman Pasaribu, suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 50. 



2 

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi jual 

beli bukan lagi hanya terjadi antar individu dengan individu 

atau jual beli langsung antara penjual dan pembeli. Sekarang 

hadir lembaga keuangan yang membantu transaksi jual beli 

dengan berbagai desain akad dan penyelesaiannya. Salah satu 

lembaga yang menjadi rujukan masyarakat dalam melakukan 

jual beli adalah perbankan. Perbankan bertindak sebagai 

lembaga yang menjembatani masyarakat untuk membeli 

barang, baik penyelesaian jual beli tersebut secara tunai 

ataupun secara kredit (cicilan). Dalam hal ini perbankan 

syariah berperan sebagai salah satu lembaga keuangan yang 

menyuguhkan kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi 

sebagaimana disebutkan sebelumnya. 

Dalam dua dekade ini marak sekali pembiayaan jual 

beli di lembaga keuangan yang menggunakan akad atau 

perjanjian jual beli dengan cara kredit atau cicilan. Seperti 

dalam perbankan baik bank konvensional maupun bank 

syariah, market terbesar dalam pembiayaan yakni dengan 

menggunakan akad murabahah atau pembiayaan jual beli 

propherty dalam bank syariah. Ketika jual beli tersebut 

dengan sistem cicilan, kemudian pihak nasabah belum bisa 

melunasi biaya jual beli itu, maka nasabah dapat 

menggunakan jasa take over (pengalihan hutang) di 

perbankan. Apabila di suatu akad atau perjanjian pembiayaan 
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jual beli di bank konvensional kemudian ingin berpindah atau 

mengalihkan hutanya ke bank syariah agar tidak 

mempraktikkan riba, dapat juga mengajukan pengalihan 

hutang kepada bank syariah untuk bank konvesional. 

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank 

syariah adalah membantu masyarakat mengalihkan transaksi 

non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai 

dengan syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan 

pembiayaan berdasarkan pengalihan hutang (take over) di 

bank syariah adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat 

dari take over terhadap transaksi non syariah yang telah 

berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintan 

nasabah
3
. 

Penyelesaian hutang secara take over telah diatur 

dalam fatwa DSN-MUI NO 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang 

pengalihan hutang. Di dalamnya terdapat keterangan bahwa 

yang dinamakan take over adalah pengalihan transaksi non 

syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai 

dengan syariah. Penyelesaian pengalihan hutang (take over) 

dalam fatwa tersebut menggunakan empat alternatif, yaitu: 1) 

menggunakan akad al-Qardh, al-Bai’wa Murabahah; 2) 

menggunakan akad al-Syirkah al-Milk wa Murabahah; 3) 

                                                           
3
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), edisi 4, cet. ke-8 h. 248. 
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menggunakan akad al-Qardh wa al-Ijarah; dan 4) 

menggunakan akad al-Qardh, al-Bai’ wa al-Ijarah Muntahiya 

Bi al-Tamlik (IMBT).
4
 

Hal yang berbeda ditemukan dalam ketentuan Surat 

Edaran Bank Indonesia. SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) 

juga menjadi acuan pelaksanaan prinsip syariah dalam 

kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta 

pelayanan bank syariah, hal tersebut tertera dalam SEBI 

Nomor 10/ 14/ DpBS, 17 Maret 2008. Dalam SEBI terdapat 

ketentuan mengenai transaksi pengalihan hutang yakni 

menggunakan akad hiwalah. 

Hiwalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu 

pihak ke pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak 

yang berutang (muhil atau madin), pihak yang memberi 

hutang (muhal atau da’in), dan pihak yang menerima 

pemindahan (muhal’alaih). Dalam praktik perbankan, 

hiwalah dikenal dengan istilah take over. Dalam ketentuan 

SEBI pada poin IV.2. tentang pemberian jasa pengalihan 

hutang dapat menggunakan akad hiwalah. 

Dengan demikian ada beberapa perbedaan dalam 

skema pengalihan hutang (take over) antara fatwa DSN MUI 

                                                           
4
 http://www.arditobhinadi.com/berita-141-takeover-dari-transaksi-

riba-ke-transaksi-syariah.html. (diakses pada 20 Desember 2016 pukul 22.00 

WIB) 

http://www.arditobhinadi.com/berita-141-takeover-dari-transaksi-riba-ke-transaksi-syariah.html
http://www.arditobhinadi.com/berita-141-takeover-dari-transaksi-riba-ke-transaksi-syariah.html
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dan Surat Edaran Bank Indonesia. Sementara itu, kedua 

regulasi tersebut memiliki kedudukan yang cenderung 

seimbang. Keduanya sama-sama menjadi pedoman 

pelaksanaan operasional bank syariah di Indonesia. 

Mengacu pada uraian di atas, penulis menemukan 

sebuah masalah di mana Bank Jateng Syariah, sebagai salah 

satu Unit Usaha Syariah yang berada di Jawa Tengah 

melayani pengalihan hutang (take over) atas permintaan 

nasabah dengan menggunakan skema berdasarkan ketentuan 

Fatwa DSN MUI, yakni memberikan qardh terlebih dahulu 

kemudian selanjutnya terjadi akad murabahah, musyarakah, 

ijarah, atau ijarah mytahiya bitamlik. Berbeda dengan isi 

ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia yang juga mengatur 

mengenai transakti tersebut. Dapat ditegaskan bahwa terkait 

dengan pengalihan hutang (take over) dengan konsep syariah 

dalam fatwa DSN MUI menggunakan konsep qard kemudian 

4 alternatif akad lainya, sedangkan pengalihan hutang yang 

ada di Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) menggunakan 

akad hiwalah. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan 

antar kedua kodifikasi tentang pelaksanaan operasional bank 

syariah. 

Dalam konteks penelitian hukum normatif, perbedaan 

tersebut memunculkan isu hukum, yaitu pertentangan hukum 

(conflict of norm). menutur Peter Mahmud marzuki isu hukum 
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diawali karena adanya dua posisi yang mempunyai hubungan, 

baik yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu 

menegaskan yang lainya. Isu hukum juga timbul karena 

adanya dua proporsi hukum yang saling berhubungan satu 

sama lain.
5
 

 Berdarsakan latar belakang dan fenomena yang telah 

penulis temukan di lapangan, maka penulis tertarik untuk 

membahas lebih dalam tentang “Analisis Pelaksanaan 

Pengalihan Hutang (Take Over) di Bank Jateng Cabang 

Syariah Semarang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dengan latar belakang di atas, penulis 

dapat merumuskan dua permasalahan yang memerlukan 

jawaban pada penelitian ini. 

1. Apa dasar hukum pengalihan hutang (take over) di Bank 

Jateng Cabang Syariah Semarang ? 

2. Bagaimana analisis pelaksanaan pengalihan hutang (take 

over) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ? 

 

 

 

                                                           
 

5
 Peter Mahmud marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 

2010) h. 57. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui landasan hukum apa yang digunakan 

dalam pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng 

Cabang Syariah Semarang 

2. Untuk mengatahui dan menganalisa bagaimana hukum 

pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang 

Syariah Semarang baik dari segi hukum positif maupun 

hukum Islam.  

Hasil penelitian diharapkan menghadirkan manfaat 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 

a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi 

kehidupan masyarakat mengenai konsep pengalihan 

hutang syariah dan berbagai design akadnya.  

b. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga 

perbankan syariah. 

b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan 

pengetahuan kepada masyarakat atau nasabah 

mengenai peraturan pengalihan hutang (teke over) di 

bank syariah. 



8 

c. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktisi 

dan akademisi ekonomi syariah. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberikan 

informasi kepada penulis sebagai bahan perbandingan, 

sehingga penulis dapat menghindari plagiarism. Demi 

mendukung keorisinilan karya ilmiah, penulis akan 

memaparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan 

tema penelitian ini. Kajian tentang konsep kedudukan hukum 

telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk 

artikel, skripsi, jurnal dan karya ilmiah lainnya, namun 

kedudukan hukum tentang konsep pengalihan hutang di bank 

syariah ini belum penulis temukan di penelitian sebelumnya. 

Telaah pustaka ini dapat berupa hasil penelitian yang telah 

dibukukan yang antara lain: Muhammad Rizaldi dengan judul 

“Pelaksanaan Take Over di Bank Syariah Mandiri Cabang 

Medan”, Drs. Zainul Arifin, MBA dengan judul buku Dasar-

Dasar Manajemen Bank Syariah dan Dr. A. Wangsawidjaja 

Z.,S.H., M.H. dengan judul buku Pembiayaan Bank Syariah.  

Untuk menghindari duplikasi, mengenai masalah take 

over di perbankan telah diteliti, hanya saja berbeda kasus dan 

obyek status hukum. Oleh karena itu penulis sertakan 



9 

beberapa judul skripsi yang ada relevansinya dengan 

penelitian ini: 

1. Tentang pelaksanaan take over di bank syariah telah 

penulis temukan penelitian dari Jurnal portalgaruda.org 

milik Muhammad Rizaldi dengan judul “Pelaksanaan 

Take Over di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan” 

dengan kesimpulan: bahwa dalam pembiayaan take over 

tersebut telah menggunakan akad qard dan murabahah 

sesuai dengan fatwa DSN MUI nomer 31 tahun 2002. 

Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis adalah, dalam penelitian ini tidak 

membahas tentang analisis pelaksanaannya dari sisi 

hukum positif (UU Perbankan syariah dan turunannya). 

2. Dari skripsi M. Koni Rumaini Aziz dengan NIM: 

104046101649 dari Program S1 Konsentrasi Perbankan 

Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 yang berjudul “Analisa 

Perjanjian Take Over di Bank DKI Syariah” dengan 

kesimpulan: bahwa dalam analisanya mendapatkan 

beberapa aspek yang belum sesuai dengan aplikasi take 

over dengan teori akad pengalihan hutang (hiwalah), dan 

menerangkan prosedur pembiayaan take over di Bank 

DKI Syariah sampai dengan penyelesaian prosedur 



10 

dengan pembuatan kontrak minimal 2 rangkap (pihak 

bank dan nasabah). 

3. Dari skripsi Abdillah Chamidun dengan NIM: 2104057 

dari program S1 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2009 

yang berjudul “Studi Analisis terhadap Pelaksanaan 

Take Over di PT. Federal International Finance (F.I.F) 

Syariah Cabang Kudus” dengan kesimpulan: bahwa dari 

segi subyek, akad pengalihan hak dan kewajiban (take 

over) yang dilakukan di PT.FIF Syariah Cabang Kudus 

kurang sesuai dengan prinsip dasar hiwalah karena 

sebelumnya penerima fasilitas baru tidak mempunyai 

tanggungan hutang kepada pihak pertama. Meskipun 

demikian penerima fasilitas sebagai muhil, penerima 

fasilitas baru sebagai muhal ‘alaih dan pihak FIF Syariah 

sebagai muhal melakukan transaksi take over dengan 

iktikad baik tanpa paksaan dari pihak manapun dan 

berasaskan kebebasan berkontrak. Sedangkan dari segi 

obyek yakni hutang yang dialihkan (muhal bih), 

dibolehkan karena hutangnya sudah jelas dalam hal 

jumlah maupun waktu jatuh tempo dan tidak mengandung 

gharar. Dari segi sighah (akad), telah sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam karena para pihak yang 
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melakukan transaksi di dalam majlis dan mengucapkan 

kata sepakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-

kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara 

menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna sebuah 

aturan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan 

Taylor yang menyatakan “metodologi kualitatif” sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian 

ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan 

penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.
6
  

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pendekatan 

kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa 

memerlukan informan. Pendekatan yang melibatkan 

masyarakat ini diarahkan pada latar dan individu yang 

bersangkutan secara holistik sebagai bagian dari satu 

kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, dalam penelitian 

bahasa jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. 

                                                           
6
 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta 2009) h. 207. 
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Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan sesuai 

dengan keperluan penelitian. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif empiris. Penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 

berkala dengan melihat pula pelaksanaanya di lapangan.
7
 

Penelitian hukum normatif empiris disebut juga 

dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum 

jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in 

books) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau 

norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang 

dianggap pantas.
8
 Penelitaian hukum normatif membahas 

doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.
9
 

Alasan menggunakan hukum normatif empiris 

karena penelitian ini peneliti membutuhkan data-data 

empiris sebagi pelengkap terhadap penelitian yang sedang 

dilalakukan. Selain itu juga menelaah bahan-bahan hukum 

sebagai bahan penelitian hukum normatif empiris. 

Sebagaimana kajian dalam penelitian ini adalah 

                                                           
 

7
 Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 13. 

 
8
 Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 118. 

 
9
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Cet III; Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011) h. 306. 
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kedudukan dari fatwa DSN MUI dan Surat Edaran Bank 

Indonesia tentang pelaksanaan pengalihan hutang (take 

over) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. 

2. Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif empiris, maka pendekatan penelitian 

dalam jenis ini menggunakan pendekatan konsep. Konsep 

memiliki arti memahami, menerima dan menangkap. 

Salah satu fungsi konsep adalah memunculkan objek-

objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan 

dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.
10

 Pendekatan 

konsep digunakan untuk memahami perbandingan 

regulasi pelaksanaan operasional bank syariah dari Fatwa 

DSN MUI Surat Edaran Bank Indonesia mengenai 

transaksi pengalihan hutang (take over). 

Selain menggunakan pendekatan konsep, 

penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statue appoarch). Adapun mengenai 

pendekatan ini, yaitu penelitian tehadap produk-produk 

hukum.
11

 Penulis menggunakan pendekatan perundang-

undangan karena meneliti aturan mengenai konsep 

                                                           
 

10
 Ibrahim, Teori dan Metodologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006) h. 306. 

 
11

 Bahder Johan Nasution, Metodologi Penelitian Hukum,  

(Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 92. 
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pengalihan hutang yang ada di Fatwa DSN MUI No. 31 

Th. 2002 dan juga pengalihan hutang dalam Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 10/ 14/ DPbS. 

Pendekatan penelitian yang digunakan 

selanjutnya adalah pendekatan lapangan. Di mana penulis 

meneliti bagaimana pelaksanaan pengalihan hutang (take 

over) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dan 

bagaimana kedudukan kedua regulasi tentang pengalihan 

hutang dalam hal ini adalah kedudukan Fatwa DSN MUI 

dan Surat Edaran Bank Indonesia. 

3. Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah normatif empiris, sehingga membutuhkan dua 

macam sumber data dalam penelitian skripsi ini untuk 

mendukung informasi atau data yang akan digunakan 

dalam penelitian, dua sumber data tersebut adalah: 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan 

menggunakan alat pengambilan data langsung pada 

subyek sebagai sumber informasi yang dicari.
12

 

Dalam hal ini alat pengambil data yang digunakan 

                                                           
12

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1997) h. 91. 
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yaitu dengan wawancara secara langsung yang 

ditujukan  kepada pihak Bank Jateng Syariah 

Semarang, serta bahan buku primer yang terdiri atas 

perundang-undangan dan risalah-risalah tentang akad 

pengalihan hutang dalam Islam juga buku-buku 

tentang fiqh muamalah lainya. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang 

diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh 

peneliti dari subyek penelitiannya.
13

 Data ini 

diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang 

telah tersedia. Seperti hasil informasi dan wawancara 

dari media berupa tulisan, video dan rekaman suara 

juga studi kepustakaan terkait dengan undang-undang 

atau sumber hukum lainya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini bersifat normatif empiris, 

maka diperlukan pengumpulan data dengan berbagai 

metode yakni dengan pengumpulan data secara langsung 

dari lapangan dan juga studi kepustakaan. Metode 

pengumpulan data yang penulis lakukan adalah: 

a. Metode Wawancara 

                                                           
13

 Saifuddin Azwar, Ibid, h. 92 
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 Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk 

mendapatkan informasi atau data berupa jawaban 

pertanyaan (wawancara) dari para sumber
14

 yaitu 

pihak Bank Jateng Syariah Cabang Semarang. 

Wawancara perlu dilakukan sebagai upaya penggalian 

data dari narasumber untuk mendapatkan informasi 

atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-

orang yang berkompeten (berkaitan atau 

berkepentingan). Wawancara dilakukan secara tertulis 

dan tidak tertulis. 

 Adapun bentuk wawancara yang dilakukan 

yaitu Pertama wawancara semi terstruktur diajukan 

kepada pimpinan Cabang Bank Jateng Syariah 

Semarang, Bentuk wawancara ini bertujuan untuk 

memahami fenomena atau permasalahan yang 

terjadi.
15

 Kedua wawancara tidak terstruktural 

diajukan kepada pihak terkait yakni Bank Jateng 

Cabang Syraiah Semarang, baik karyawan maupun 

nasabah take over. Wawancara ini bertujuan untuk 

mengetahui informasi tentang pelaksanaan pengalihan 

hutang di bank syariah. 

                                                           
14

 Hadi Sutrisno, Metodologi Penelitian Research (Yogyakarta: 

Andi Offset, 1989) h. 46. 
15

 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-

ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika. 2012) h. 123-124.  
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b. Metode Dokumentasi 

 Dalam melaksanakan metode dokumentasi 

maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan 

pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau 

diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan 

kata lain datanya sudah “mateng” (jadi) dan disebut 

data sekunder.
16

 Misalnya surat kabar, catatan harian, 

laporan atau berita, rekaman video, buku-buku dan 

artikel lainnya. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode diskriptif-analisis, yakni 

prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian 

dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki 

sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada 

saat sekarang.
17

 Adapun analisis yang akan dilakukan 

yaitu tentang apa yang menjadi landasan hukum 

pelaksanaan pengalihan hutang (take over) di Bank Jateng 

Cabang Syariah Semarang dan bagaimana pelaksanaan 

                                                           
16

 Adi Rianto, Op. Cit, h. 61. 
17

 Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang 

Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995) h. 67. 
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pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah 

Semarang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penelitain ini, maka 

dibutuhkan sistematika penulisan, yang mana sistematika 

penulisan dipaparkan dalam lima bab sebagaimana dijelasskan 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan 

latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini serta sistematika penulisan. 

BAB II : KONSEP UMUM PENGALIHAN HUTANG 

(TAKE  OVER) DAN REGULASINYA DI 

INDONESIA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang penulis 

gunakan dalam melakukan penelitian. 

Adapun teori yang digunakan yaitu konsep 

umum tentang pengalihan hutang dalam 

konsep Islam yakni (hiwalah). Kemudian 

menelaah konsep teori hukum positif tentang 

pengalihan hutang (take over) di UU 
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Perbankan Syariah, PBI (Peraturan Bank 

Indonesia), SEBI (Surat Edaran Bank 

Indonesia) sekaligus meleaah konsep regulasi 

hukum syariah melalui Fatwa DSN MUI 

nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan 

hutang (take over). 

BAB III: PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG DI 

BANK JATENG SYARIAH SEMARANG 

Yaitu memaparkan praktik pengalihan hutang 

di Bank Jateng Syariah Semarang. Dalam bab 

ini terlebih dahulu akan menjelaskan 

mengenai gambaran umum tentang Bank 

Jateng Syariah Semarang. Dilanjutkan dengan 

praktik pengalihan hutang di Bank Jateng 

Syariah Semarang, hingga menjelaskan 

berdasarkan data-data yang ada tentang apa 

yang terjadi dalam praktik pengalihan hutang 

tersebut dan tidak lepas mengetahui apa 

landasan hukum yang digunakan oleh bank 

tersebut dalam operasinalnya. 

BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN 

PENGALIHAN HUTANG DI BANK 

JATENG  CABANG SYARIAH 

SEMARANG 
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Yaitu analisis terhadap praktik pengalihan 

hutang dilaksanakan di Bank Jateng Syariah 

Semarang dengan berbagai design akadnya. 

Kemudian analisis terhadap penggunaan 

landasan operasionalnya terkait dengan 

penggunaan Fatwa DSN MUI juga UU 

Perbankan Syariah, PBI dan SEBI. Lalu 

bagaimana kedudukan kedua regulasi tersebut 

di mata hukum juga bagaimana kedudukan 

kedua regulasi tersebut bagi Bank Jateng 

Syariah Semarang. 

BAB V: PENUTUP 

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu 

kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran 

mengenai hasil penelitian  serta penutup. Bab 

ini merupakan bagian penutup dari rangkain 

penulisan skripsi yang penulis buat. 
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BAB II 

KONSEP UMUM PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DAN 

REGULASINYA DI INDONESIA 

 

A. Pengalihan Hutang dalam Islam (Hiwalah) 

1. Pengertian Pengalihan Hutang (Hiwalah) 

Transaksi perniagaan yang berkembang di 

tengah masyarakat semakin beragam. Seiring dengan 

berkembangnya polemik perniagaan, maka 

bermunculan pula ketentuan transaksi yang semakin 

rumit, tidak sesederhana jual beli klasik, atau bahkan 

sistem barter jaman dahulu. Begitu juga dalam hal 

hutang-piutang, bukan hanya hutang-piutang 

sederhana sesederhana qard, atau hutang yang dibayar 

secara cicilan. Dalam akad muamalah ada akad 

pengalihan hutang, yakni hiwalah.  

Secara bahasa, pengalihan hutang dalam 

hukum Islam disebut sebagai hiwalah yang 

mempunyai arti lain yaitu Al-intiqal dan Al-tahwil, 

artinya memindahkan dan mengalihkan. Penjelasan 

yang dimaksud adalah memindahkan hutang dari 

tanggungan muhil (orang yang berhutang) menjadi 
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tanggungan muhal'alaih (orang yang melakukan 

pembayaran hutang).
1
 

 لغت : الٌقل هي هحل إلى هحل

Sedangkan pengertian hiwalah secara istilah, 

para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, 

antara lain sebagai berikut:  

Menurut Hanafi, yang dimaksud hiwalah  

هت الولتزمذهت الوديوى إلى ذًقل الوطا لبت هي 
2

 

“Memidahkan tagihan dari tanggung jawab yang 

berutang kepada yang lain yang punya tanggung 

jawab pula”. 

 

Al-jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

hiwalah adalah 

هتذهت إلى ذًقل الديي هي 
3

 

“Pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang 

menjadi tanggung jawab orang lain”. 

 

Syihab al-din al-qalyubi bahwa yang dimaksud 

dengan hiwalah adalah 

                                                           
 

1
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)  h. 

99. 

 
2
 Ali Jum‟ah Muhammad, dkk. Mausu‟ah Fatawa al-Muamalat al-

Maliyah Lilmasyarif wa al-muassaat al-Maliyah, al-Islamiyah, al-

Murabahah, jilid 13, Kairo, Dar al-Salam Lithaba‟ah wa al-Tauzi‟ wa al-

Tarjamah, 2009, h.11. 

 
3
 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba‟ah, Juz 4, 

(Mesir al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), h. 210. 
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هتذهت إلى ذيي هي ذعقد يقتضى اًتقال 
4

 

 

“Akad yang menetapkan pemindahan beban utang 

dari seseorang kepada yang lain”. 

 

Muhammad Syatha al-dimyati berpendapat bahwa 

yang dimaksud hiwalah adalah 

 هتذهت إلى ذيي هي ذعقد يقتضى تحويل 

 

“Akad yang menetapkan pemindahan utang dari 

beban seseorang menjadi beban orang lain”. 

 

Ensiklopedi Hukum Islam, di dalamnya dijelaskan 

hiwalah adalah Pemindahan  hak  atau  kewajiban  

yang  dilakukan  pihak  pertama  kepada pihak kedua 

untuk menuntut pembayaran utang atau membayar 

utang dari  atau  kepada  pihak  ketiga,  karena  pihak  

ketiga  berutang  kepada  pihak pertama dan pihak 

pertama berutang kepada pihak kedua atau karena 

pihak  pertama  berutang  kepada  pihak  ketiga  

disebabkan  pihak  kedua  berutang   kepada   pihak   

pertama. Perpindahan itu dimaksudkan sebagai ganti 

                                                           
 

4
 Wahbah az-Huhaily, Al-fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Juz 5, 

(Damsyiq: Dar al-Fikri 1989), h. 162. 
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pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun 

tidak didasarkan kesepakatan bersama.
5
 

Dalam konsep hukum perdata Indonesia 

(BW/ KUH Perdata), hiwalah dipresepsikan dengan 

lembaga pengambilalihan hutang (schuldoverneming), 

atau lembaga pelepasan hutang atau penjualan hutang 

(debt sale), atau lembaga penggantian kreditur atau 

penggantian debitur. Dalam hukum perdata, dikenal 

lembaga yang disebut subrogasi
6
 dan novasi

7
, yaitu 

lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya 

penggantian kreditur dan debitur. 

2. Dasar Hukum Pengalihan Hutang (Hiwalah) 

Pengalihan hutang atau disebut juga dengan 

hiwalah dibenarkan dalam Islam berdasarkan sunnah 

dan ijma‟. 

 

 

                                                           
 

5
 Abdul Aziz Dahlan, et al. Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997). h. 559 

 
6
 Subrogasi ini diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdata. Disebutkan 

dalam pasal tersebut subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang 

pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik 

melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. 

 
7
 Novasi atau pembaruan utang merupakan salah satu penyebab 

hapusnya perikatan. Novasi dapat diartikan sebagai perjanjian yang 

menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Penggantian 

tersebut dapat terjadi pada kreditur, debitur, maupun obyek perikatan. 
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a. Hadis 

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu 

Hurairoh, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: 

ٌْهَ اىََّ رَسُوْلَ اّللِّ صَلَّى اّللُّ عَليَْهِ وَسَلَّن  عَيْ ابَيِْ هرَُيْرَةَ رَضِيَ اّللّ عَ

 لْنٌ فإَذَِا أتَْبعََ أحََدُكُنْ عَلىَ هَليِءٍ فلَْيتََّبعِْ )هتفق عليه( : هَطْلُ الغٌَيِِّ ظُ 

 

“Dari Abu Huraira R.A berkata bahwa Nabi 

Muhammad S.A.W bersabda: Memperlambat 

pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang 

kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah 

seorang kamu dialihkan kepada orang yang 

mudah membayar hutang, maka hendaklah ia 

beralih (diterima pengalihan tersebut)”. (HR Al-

Bukhori)
8
 

 

Pada hadits ini Rasulullah memerintahkan kepada 

orang yang menghutangkan, jika orang yang 

berhutang menghiwalahkan kepada orang yang 

kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima 

hiwalah tersebut, dan hendaklah ia mengikuti 

(menagih) kepada orang yang dihiwalahkannya 

                                                           
 

8
 Mukhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahih al-

Bukhari, editor : Mustafa Daib al-Bigha (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987 M/ 

1407 H) h. 799 
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(muhal'alaih), dengan demikian hakknya dapat 

terpenuhi (dibayar).
9
 

 Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah 

yang terdapat pada hadits di atas (fal yatba‟ atau 

fat ba‟hu) adalah perintah yang bersifat sunnah 

dan anjuran. Oleh karena itu, tidak wajib 

hukumnya untuk menerima akad hiwalah. 

Namun, Abu Daud dan Imam Ahmad 

berpendapat bahwa perintah dalam hadits tersebut 

adalah bersifat wajib, oleh karena itu wajib bagi 

pihak muhal untuk menerima hiwalah tersebut.
10

 

b. Ijma‟ 

Selain hadist Nabi, terdapat kesepakatan 

ulama yang membolehkan hiwalah. Hiwalah 

dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk 

barang atau benda, karena hiwalah adalah 

perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada 

utang atau kewajiban finansial. 

3. Macam-Macam Pengalihan Hutang (Hiwalah) 

Ada beberapa istilah dalam pembagian jenis 

hiwalah. Ditinjau dari segi objek akad, hiwalah dapat 

                                                           
 

9
 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya 

pada Sektor Kuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 284-285. 

 
10

 Wahbah az-zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, jilid 6, terj-Abdul 

Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 84 
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dibagi menjadi dua, yaitu apabila yang dipindahkan 

merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan itu 

disebut hiwalah al-haqq (pemindahan hak). 

Sedangkan jika yang dipindahkan adalah kewajiban 

untuk membaya hutang, maka disebut dengan 

hiwalah ad-dain (pemindahan hutang).
11

 Dalam 

penelitian ini, penulis membahas hiwalah dalam hal 

pemindahan kewajiban membayar hutang. 

Hiwalah ad-dain ada dua pula, yaitu 

memindahkan sebagai ganti dari pembayaran hutang 

pihak pertama kepada pihak kedua disebut hiwalah 

al-muqayyadah (pemindahan bersyarat). Kemudian 

ada pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai 

ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada 

pihak kedua disebut dengan hiwalah al-muthlaqah 

(pemindahan mutlak).
12

 

Hiwalah muthlaqah terjadi jika orang yang 

berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang 

kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak 

ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang 

kepada orang pertama. Jika A berhutang kepada B 

                                                           
 

11
 Sutan Remy Sjahdaeni, Perbankan Syariah : Produk-Produk dan 

Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 384. 

 
12

 M. Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta, 

Gema Insani, 2001) h. 67. 
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dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, 

sementara C tidak punya hubungan hutang pituang 

kepada B, maka hiwalah ini disebut hiwalah 

muthlaqoh. Ini hanya dalam madzhab Hanafi dan 

Syi‟ah sedangkan jumhur ulama mengklasifikasikan 

jenis hiwalah ini sebagai kafalah. 

Hiwalah muqoyyadah terjadi jika muhil 

mengalihkan hak penagihan muhal kepada muhal 

alaih karena yang terakhir punya hutang kepada 

muhal. Inilah hiwalah yang boleh (jaiz) berdasarkan 

kesepakatan para ulama.
13

 

Ketiga madzhab selain madzhab hanafi 

(mahdzah Maliki, Syafi‟i, dan Hanbali) berpendapat 

bahwa hanya membolehkan hiwalah muqayyadah dan 

menyariatkan pada hiwalah muqayyadah agar hutang 

muhal kepada muhil dan hutang muhal alaih kepada 

muhil harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Jika 

sudah sama jenis dan jumlahnya, maka sahlah 

hiwalahnya. Tetapi jika salah satunya berbeda, maka 

hiwalah tidak sah. 

Seiring dengan konsep transaksi ekonomi 

yang semakin berkembang, muncul pula jenis 

hiwalah yang baru, yang masuk dalam akad profit, 

                                                           
 

13
 Rozalinda, op.cit. h. 173. 
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bukan lagi akad tabarru‟ yakni hiwalah bil ujroh. 

Hiwalah bil ujroh adalah hiwalah dengan pengenaan 

ujrah atau fee. Hiwalah bil ujrah hanya berlaku pada 

hiwalah muthlaqah. Dalam hiwalah muthlaqah muhal 

alaih boleh memperoleh ujrah atau fee atas 

kesediannya untuk membayar hutang muhil. Besarnya 

fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara 

jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan pada pihak. 

Ketentuan mengenai hiwalah bil ujrah telah 

disepakati oleh para ulama modern dan telah 

tercantum dalam fatwa DSN MUI nomor 58 tahun 

2007 tentang hiwlaah bil ujroh. 

 

4. Rukun dan Syarat Pengalihan Hutang (Hiwalah) 

Dalam sebuah perjanjian dalam Islam (akad), 

terdapat rukun dan syarat yang menjadikan akad itu 

hahal menurut agama. Tidak terkecuali akad 

pengalihan hutang. 

Syarat hiwalah dari Sayyid Sabiq adalah 

sebagai berikut: 

a) Relanya pihak muhil dan muhal tanpa 

adanya muhal „alaih, jadi yang harus 

rela itu adalah muhal dan muhil Bagi 

muhal „alaih rela atau tidak rela, 
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tidak akan mempengaruhi kesalahan 

hiwalah. 

b) Samanya kedua hak, baik jenis 

maupun kadarnya, penyelesaiannya, 

tempo waktu, kualitas, dan 

kuantitasnya. 

c) Stabilnya muhal „alaih, maka 

penghiwalahan kepada seseorang 

yang tidak mampu membayar utang 

adalah batal. 

d) Hak tersebut diketahui secara jelas. 

Menurut Malik, perpindahan hutang itu 

mempunyai tiga syarat: 

a) Orang yang dipindahkan hutangnya 

itu sudah jatuh tempo. 

b) Utang yang dipindahkan itu sama 

dengan hutang yang baru dalam kadar 

dan sifatnya. 

c) Hutang tersebut bukan dari pesanan. 

Persyaratan hiwalah ini berkaitan dengan 

Muhil, Muhal, Muhal Alaih dan Muhal Bih. 

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhil, ia 

disyaratkan harus, berkemampuan untuk melakukan 

akad (kontrak). Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia 
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berakal dan baligh. Hiwalah tidak sah dilakukan oleh 

orang gila dan anak kecil karena tidak bisa atau belum 

dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung 

secara hukum. Kedua, kerelaan Muhil. Ini disebabkan 

karena hiwalah mengandung pengertian kepemilikan 

sehingga tidak sah jika ia dipaksakan. Di samping itu 

persyaratan ini diwajibkan para fukoha terutama 

untuk meredam rasa kekecewaan atau 

ketersinggungan yang mungkin dirasakan oleh Muhil 

ketika diadakan akad hiwalah. 

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhal. 

Pertama, Ia harus memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan kontrak. Ini sama dengan syarat yang 

harus dipenuhi oleh Muhil. Kedua, kerelaan dari 

Muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan. 

Ketiga, ia bersedia menerima akad hiwalah. 

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhal 

Alaih. Pertama, sama dengan syarat pertama bagi 

Muhil dan Muhal yaitu berakal dan balig. Kedua, 

kerelaan dari hatinya karena tidak boleh dipaksakan. 

Ketiga, ia menerima akad hiwalah dalam majlis atau 

di luar majlis. Pendapat yang rajih (valid) adalah tidak 

disyaratkan adanya kerelaan muhal „alaih. Dan muhal 
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„alaih akan membayar hutangnya dengan jumlah yang 

sama kepada siapa saja dari keduanya. 

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhal 

Bih. Pertama, ia harus berupa hutang dan hutang itu 

merupakan tanggungan dari Muhil kepada Muhal. 

Kedua, hutang tersebut harus berbentuk hutang lazim 

artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan 

dengan pelunasan atau penghapusan. 

Menurut Imam Hanafi, rukun hiwalah ialah 

adanya ijab (pernyataan melakukan pengalihan 

hutang) dari pihak pertama, dan adanya qabul 

(pernyataan menerima pengalihan hutang) dari pihak 

kedua dan pihak ketiga. Sementara itu, menurut 

mahdzab maliki, Syafi‟i dan Hanbali rukun hiwalah 

ada enam yakni : muhil, yakni orang yang berhutang 

dan sekaligus berpiutang; muhal yakni orang 

berpiutang kepada muhil; Muhal „alaih, yakni orang 

yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar 

hutang kepada muhal; muhal bih 1,  yakni 

hutang muhil kepada muhal, dan juga; muhal bih 

2 sebagai hutang muhal alaih kepada muhil; 

sighat (ijab-qabul). 

Untuk syarat sahnya hiwalah, disyaratkan 

beberapa hal. Seperti, relanya pihak muhil, dan muhal 
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tanpa muhal‟alaih. muhil yang berhutang 

berkewajiban membayar hutang dari arah mana saja 

yang sesuai dengan keinginannya, 

karena muhal mempunyai hak yang ada pada 

tanggungan muhil, maka tidak mungkin terjadi 

perpindahan tanpa kerelaannya. Kedua, samanya 

kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian, 

tempo waktu, serta mutu baik dan buruk. Maka tidak 

sah hiwalah apabila hutang berbentuk emas dan di-

hiwalah-kan agar ia mengambil perak sebagai 

penggantinya. Demikian pula jika sekiranya hutang 

itu sekarang dan di-hiwalah-kan untuk dibayar 

kemudian (ditangguhkan) atau sebaliknya. Tidak 

sah hiwalah yang mutu baik dan buruknya berbeda 

atau salah satunya lebih banyak. Ketiga, stabilnya 

hutang. Jika penghiwalahan itu kepada pegawai yang 

gajinya belum lagi dibayar, maka hiwalah tidak sah. 

Keempat, kedua hak tersebut diketahui dengan jelas. 

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya 

tanggungan muhil menjadi gugur. Apabila muhal 

alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, 

muhal tidak boleh kembali kepada muhil.
14

  

 

                                                           
 

14
 Sutan Remy Sjahdaeni, op.cit. h. 385. 
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B. Pengalihan Hutang (Take over) dalam Perbankan 

1. Pengertian Pengalihan Hutang (Take Over) 

Pengalihan Hutang dalam perbankan sering 

disebut dengan Take over, menurut kamus bahasa Inggris-

Indonesia bermakna mengambil alih.
15

 Take over adalah 

pengambialihan atau dalam ruang lingkup perusahaan 

adalah perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu 

perseroan.
16

 Menurut Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, 

take over selain mempunyai pengertian perubahan 

kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan, juga 

memiliki pengertian lain yaitu pengambilalihan sebuah 

perusahaan oleh perusahaan lain.
17

  

Dari beberapa pendapat umum di atas mengenai 

take over, dapat sedikit tergambarkan take over yang 

dilakukan dalam lingkup dunia usaha (bisnis). Dalam 

penelitian kali ini, take over yang dimaksud peneliti 

adalah take over dalam lingkup perbankan, atau disebut 

juga dengan pengalihan hutang. Dalam dunia perbankan 

syariah istilah pengalihan hutang (take over) telah dibahas 

                                                           
 

15
John M Echols dan Hasan Sadily. Kamus Inggris Indonesia 

(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990) h. 578. 

 
16

 Ahmad Antoni K. Muda, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta: 

Gitamedia press, 2003), h. 331. 

 
17

 Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta: 

PT. Bumi Aksara , 2005), h. 231. 
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dalam Surat Edaran Bank Indonesia dan Fatwa DSN MUI 

Nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan hutang. 

Peralihan kredit (take over) merupakan istilah 

yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak 

ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan 

untuk melunasi hutang atau kredit debitur kepada kreditur 

awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga 

kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedududakn 

debitur awal. Peristiwa pengalihan hutang ini identik 

dengan peristiwa subrogasi. Sesuai pasal 1400 KUH 

Perdata, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah 

perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga 

yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena 

persetujuan atau karena undang-undang. Peristiwa yang 

terjadi pada peralihan kredit memenuhi unsur-unsur yang 

terdapat dalam subrogasi. Subrogasi terjadi karena 

pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada 

kreditur baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari 

pihak ketiga.
18

 

Pengalihan huatang (take over) merupakan salah 

satu bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu 

                                                           
 

18
 Subekti, R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata (Jakarta: Pradnya Pramita, 2003). h. 213 
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masyarakat rnengalihkan transaksi nonsyariah yang telah 

berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah 

berdasarkan permintaan nasabah.
19

 Dalam hal ini, bank 

syariah mengambil alih hutang nasabah di bank 

konvensional dengan cara memberikan jasa hiwalah atau 

menggunakan qard yang disesuaikan dengan ada tidaknya 

unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank 

konvensional. 

Dalam pembiayaan berdasarkan take over, bank 

syariah mengklasifikasikan hutang kepada bank 

konvensional menjadi dua macam, yaitu hutang pokok 

plus bunga dan hutang pokok saja. Dalam menangani 

hutang nasabah berbentuk hutang pokok plus bunga, bank 

syariah memberikan jasa qard (pinjaman uang). Karena 

alokasi pengguanaan qard tidak terbatas, termasuk untuk 

menalangi hutang yang berbasis bunga maka dalam 

penalangan hutang ini menggunakan akad qardh. 

Sedangkan yang berbentuk hutang pokok saja, bank 

syariah memberikan jasa hiwalah (alih hutang piutang) 

karena hiwalah tidak bisa untuk menalangi hutang yang 

berbasis bunga. Dengan demikian dalam memberikan 

pembiayaan, bank syariah dapat mengklasifikasikan 

                                                           
 

19
 Ahmad Antoni K Muda. Kamus LengkapEkonomi (Jakarta: 

Gramedia Press, 2003) h. 331 
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pembiayaan yang diajukan nasabah ke dalam dua 

kategori, yakni pembiayaan take over atau nontake over.  

Dalam proses take over, bank syariah bertindak 

sebagai pihak yang akan melakukan take over terhadap 

kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank 

konvensional. Bertidak sebagai wakil dari calon 

nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di 

bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, 

perizinan, polis asuransi, sehingga barang (yang 

dikreditkan) menjadi milik nasabah secara utuh.
20

 

Selanjutnya, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank 

syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali (barang 

yang dikreditkan) tersebut kepada bank syariah, kemudian 

bank syariah akan menjual rumah tersebut lagi kepada 

nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera 

dalam fatwa DSN-MUI/VI/2002 nomor 31 tentang 

pengalihan hutang seperti qardh dan murabahah, syirkah 

al-milk dan murabahah, qardh dan ijarah serta qardh dan 

ijarah muntahiyah bittamlik. 

Apabila diperhatiakan, take over di sini dapat 

digolongkan sebagai akad hiwalah muthlaqah, yaitu 

seseorang memindahkan hutangnya kepada pihak lain, 

                                                           
 

20
 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006) h. 248. 
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tanpa mengaitkannya pada hutang muhal „alaih padanya. 

Hiwalah jenis ini, tidak semua ahli fiqh membolehkannya 

sebagai mana penjelasan sebelumnya. 

2. Tujuan Pengalihan Hutang (Take Over) 

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang 

menjadi kebutuhan masyarakat adalah take over. Di sini 

bank berusaha untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin 

memindahkan transaksi hutang nya yang telah berjalan 

beralih ke transakasi hutang yang sesuai syariah. take over 

bertujuan untuk membatu mengalihkan transaksi non 

syariah menjadi transaksi yang sesuai syariah. 

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take 

Over) di Indonesia 

1. Landasan Hukum Positif  Pelaksanaan Pengalihan Hutang 

(Take Over) 

Pengesahan UU perbankan syariah telah 

melahirkan secercah harapan dalam sejarah perbankan di 

Indonesia. Dengan adanya UU perbankan syariah, 

eksistensi perbankan syariah sebagai pelaku ekonomi 

nasional mendapatkan pijakan yang lebih kuat dibanding 

sebelumnya. Dalam Peraturan Perundangan yang menjadi 

payung hukum Perbankan di Indonesia, disebutkan bahwa 

semua bank baik konvensional maupun syariah yang 

beroperasi di Indonesia berada di bawah pengawasan dan 
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pembinaan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral, 

namun semenjak tahun 2011 telah beralih tugas 

pengawasan Lembaga Keuangan yang awalnya menjadi 

pengawasan BI beralih ke pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). 

Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank 

sentral yang mengurusi sistem keuangan syariah di 

Indonesia, BI perlu menjalin kerja sama dengan DSN-

MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum syariah. 

Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan dalam nota 

kesepahaman (Memorandum of Understanding) untuk 

menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap 

perbankan syariah. Dengan adanya kerja sama tersebut, 

keberadaan DSN-MUI menjadi penting dalam 

pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah 

negeri ini.  

Dalam operasionalnya, kegiatan usaha perbankan 

syariah dan atau produk dan jasa syariah wajib tunduk 

kepada prinsip syariah (Pasal 26 UU Perbankan Syariah). 

Untuk mengimplementasikan landasan yuridis tersebut, 

maka BI menjalin MOU dengan MUI dalam meregulasi 

operasional Bank Syariah. MUI sebagai lembaga yang 

menghimpun semua organisasi Islam yang ada di 

Indonesia kemudian mengeluarkan fatwa Dewan Syariah 
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Nasional MUI yang nantinya menjadi rujukan khususnya 

bagi kegiatan usaha bank syariah. Fatwa DSN-MUI 

tersebut kemudian direkomendasikan ke BI karena telah 

ada kerja sama antara kedua lembaga tersebut. Kemudian 

BI membentuk Komite Perbankan Syariah untuk 

merumuskan Peraturan Bank Indonesia yang 

beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, 

Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan 

komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang 

syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang 

(Pasal 26 ayat 4). PBI yang terbentuk tersebut 

dilimpahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah dan 

BPR agar dijadikan landasan dan rujukan dalam kegiatan 

usaha, produk, serta jasa yang ada dalam bank syariah. 

Untuk mengawasi dan mengefektifkan kinerja bank 

syariah dalam menjalankan transaksi yang berlandaskan 

syariah, maka DSN-MUI juga menginstruksikan 

pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap 

lembaga keuangan syariah. DSN-MUI telah 

mengeluarkan surat rekomendasi nama-nama yang duduk 

sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu 

lembaga keuangan syariah. Tujuan pembentukan DPS 

adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap 

aspek syariah yang ada dalam perbankan dengan bekerja 
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sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 

sebagai bank sentral dan lembaga otoritas yang 

mengawasi melindungi dan mengatur operasional bank di 

Indonesia agar tercipta iklim keuangan yang kondusif, 

meningkatkan geliat perekonomian nasional dan bagi IB 

(Islamic Bank) dapat benar-benar eksis menjadi lembaga 

keuangan yang memegang teguh prinsip syariah dalam 

setiap transaksi yang dijalankan. 

Pengaihan hutang (take over) sebagai salah satu 

produk perbankan syariah di bidang jasa, telah 

mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan 

diundangkanya Undang-Undang Nomr 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, hiwalah atau pengalihan 

hutang mendapat dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam 

pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan 

bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) atau 

Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain meliputi melakukan 

pengambilalihan hutang berdasarkan akad hiwalah atau 

akad lainya yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad 

hiwalah secara teknis mendasarkan kepada PBI 
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(Peraturan Bank Indonesia) No. 9/ 19/ PBI/ 2007 tentang 

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta 

Pelayanan Bank Syariah sebagaimana yang telah diubah 

dengan PBI No. 10/ 16/ PBI/ 2008. Pasal 3 PBI dimaksud 

menyebutkan pemenuhan prinsip syariah sebagamana 

dimaksud, antara lain dilakukan melalui kegiatan 

pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad 

hiwalah, kafalah dan sharf. 

Lebih rinci lagi, praktik pengalihan hutang (take 

over) dijelaskan Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 

10/ 14/ DpBS Perihal Prinsip Syariah dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta 

Pelayanan jasa Bank Syariah pada poin IV.2. dijelaskan 

lebih rinci mengenai mekanisme pemberian jasa 

pengalihan hutang atas dasar akad hiwalah. 

Landasan hukum selanjutnya adalah DSN MUI 

telah menerbitakn fatwa No. 31/ DSN-MUI/ VI/ 2008 

tentang Pengalihan Hutang. Istilah lain untuk pengalihan 

hutang dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah hiwalah. 

2. Konsep Pengalihan Hutang (Take Over) dalam Fatwa 

DSN-MUI 

Dewan syariah merupakan sebuah lembaga yang 

berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan di seluruh 
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dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan 

Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majlis Ulama 

Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang 

berhubungan dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS). DSN MUI mulai ada pada tahun 1998 dan 

dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/ 

MUI/ II/ 1999 tanggal 10 Februari 1999.
21

 

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di 

Indonesia memerlukan regulasi yang berkaitan dengan 

kesesuaian oprasional lembaga keuangan syariah dengan 

prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi 

regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan 

mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank 

Indonesia (BI) yang kemudian sekarang ini beralih ke 

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan kementerian keuangan 

tidak dapat melaksanakan otoritasnya secara penuh di 

bidang syariah, maka munculah gagasan untuk 

dibentuknya Dewan Syariah Nasional. 

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI 

yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas 

menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan 

ekonomi syariah. Baik masalah ekonomi syariah yang 

                                                           
 

21
 M. Ichwan Sam dkk.Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan 

Syariah NAsional MUI), ( Jakarta : Erlangga  2014) hal. 4 
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berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah 

ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN 

dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi 

para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan 

dengan masalah ekonomi dan keuangan. Selain itu DSN 

diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah 

dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam 

dalam kehidupan ekonomi. 

Keberadaan DSN beserta produk hukumnya 

mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga 

negara pemegang otoritas di bidang perbankan pada saat 

itu. Legitimasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999. Pada pasal 31 

dinyatakan: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan 

fatwa DSN”. Lebih lanjut, dalam Surat Keputusan 

tersebut juga dinyatakan: “demikian pula dalam hal bank 

akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan 

dalam Pasal 28 dan Pasal 29, jika ternyata kegiata usaha 

yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka 

wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan 

usaha kegiatan tersebut”. 

Adapun mekanisme kerja dewan syariah nasional 

adalah sebagai berikut : 
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a. DSN mengesahkan rancangan fatwa yang 

diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN 

b. DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali 

dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan. 

c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang 

dimuat dalam laporan tahunan (annual report) 

bahwa lembaga keuangan syariah yang 

bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap 

ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang 

dikeluarkan oleh DSN. 

Mekanisme penyerapan fatwa DSN sebagai 

regulasi lembaga keuangan syariah, diatur dalam Pasal 26 

UUPS No. 21 Tahun 2008 yaitu : 

a. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, dan/atau produk 

jasa syariah wajib tunduk pada Prinsip Syariah. 

b. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. 

c. Fatwa sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan 

dalam Peraturan Bank Indonesia. 

d. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank 

Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2), Bank 

Indonesia membentuk komite perbankan syariah. 
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e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pembentukan, keanggotaan dan tugas komite 

perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank 

Indonesia.
22

 

Terkait dengan salah satu produk jasa di bank 

syariah yaitu pengalihan hutang (take over) sebagaimana 

gambaran umum lembaga DSN MUI yang telah 

dijelaskan di atas, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa 

tentang transaksi pengalihan hutang (Take over) yang 

diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 31 tahun 2002 

tentang pengalihan hutang. 

Ketentuan umum dalam fatwa nomor 31 tahun 

2002, yang dimaksud dengan pengalihan hutang adalah 

pemindahan hutang nasabah dari bank konvensional 

beralih ke bank syariah. Dalam ketentuan umum ini 

dikenal juga al-qardh adalah akad pinjaman dari LKS 

(Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah dengan 

ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok 

pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktunya 

dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati. 

Yang dimaksud nasabah adalah calon nasabah LKS yang 

                                                           
 

22
 Ibid M. Ichwan Sam dkk. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah 

(Dewan Syariah NAsional MUI). h. 5. 
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mempunyai kredit (hutang) kepada Lembaga Keuangan 

Konvensional (LKK) untuk pembelian aset, yang ingin 

mengalihkan hutangnya ke LKS. Aset adalah aset nasabah 

yang dibelinya melalui kredit (hutang) kepada LKK dan 

belum lunas pembayaran kreditnya.
23

 

Dalam fatwa DSN MUI nomor 31 tahun 2002 

tentang pengalihan hutang, akad yang digunakan utnuk 

transaksi ini dapat melalui empat alternatif berikut : 

a. Alternatif I 

1) LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan 

qardh tersebut nasabah melunasi kredit 

(utang)nya,  dengan demikian aset yang dibeli 

dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah 

secara penuh (الولك) 

2) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada 

LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah 

melunasi qardh-nya kepada LKS. 

3) LKS menjual secara murabahah aset yang telah 

menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, 

dengan pembayaran secara cicilan. 

4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 

tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 
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 Ibid M. Ichwan Sam dkk. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah 

(Dewan Syariah NAsional MUI) h. 180. 
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04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 

berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan 

Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud 

alternatif I ini. 

b. Alternatif II 

1) LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan 

seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah 

syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap 

aset tersebut. 

2) Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana 

dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai 

dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK. 

3) LKS menjual secara murabahah bagian aset yang 

menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, 

dengan pembayaran secara cicilan. 

4) Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Murabahah berlaku pula dalam 

pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang 

sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini. 

c. Alternatif III 

1) Dalam pengurusan untuk memperoleh 

kepemilikan penuh (الولك التام) atas aset, nasabah 

dapat melakukan akad ijarah dengan LKS, sesuai 
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dengan fatwa DSN MUI nomor 09/DSN-

MUI/IV/2002. 

2) Apabila dipelukan, LKS dapat menalangi 

kewajiban nasabah kepada LKK untuk melunasi 

kreditnya dengan menggunakan prinsip prinsip 

al-qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-

MUI/IV/2001 

3) Akad ijarah sebagaimana dimaksud angka 1 tidak 

boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) 

pemberian talangan sebagaimana dimaksud angka 

2. 

4) Besar imbalan jasa ijarah sebagaimana dimakasud 

angka 1 tidak boleh ditentukan berdasarkan 

jumlah talangan yang diberikan LKS kepada 

nasabah sebagaimana dimaksudkan pada angka 2. 

d. Alternatif IV 

1) LKS memberikan akad qardh kepada nasabah. 

Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit 

(hutang) kepada LKK. Dengan demikian aset 

yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik 

nasabah secara penuh (الولك التام). 

2) Nasabah menjual asetnya kepada LKS, dengan 

begitu nasabah melunasi qardh nya kepada LKS 

dengan uang hasil penjualan tersebut.  
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3) LKS menyewakan aset yang telah menjadi 

miliknya itu kepada nasabah dengan akad al-

Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. 

4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 

tentang al-qardh dan Fatwa DSN nomor: 

27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-

Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam 

pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang 

sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.
24

 

Penetapan ketentuan fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majlis Ulama Indonesia  pengalihan tentang 

hutang ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 15 rabi‟ul 

akhir 1423 H/ 26 Juni 2002. 

3. Konsep Pengalihan Hutang (Take Over) dalam Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DpBS 17 Maret 

2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syaraih dalm Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta 

Pelayanan Jasa Bank Syariah. 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah peraturan 

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengawasi 

dan membina semua bank yang berbadan hukum di 

Indonesia atau beroperasi di Indonesia. Dalam hierarki 
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 Ibid M. Ichwan Sam dkk.Himpunan Fatwa Keuangan Syariah 

(Dewan Syariah NAsional MUI) h. 180-182. 
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hukum nasional yang terdiri dari UUD, UU, Perpu, PP, 

Perpres dan perda. PBI tidak disebutkan secara gamblang 

dalam status hierarki hukum Indonesia seperti perundang-

undangan di atas, namun dalam pasal 7 ayat (4) UU No. 

10 tahun 2004 ditegaskan bahwa peraturan yang 

dikeluarkan lembaga lain seperti Bank Indonesia yang 

bersifat mengatur mempunyai kekuatan hukum selama 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, yang 

dalam hal ini oleh UUD, UU, Perpu, dan Perpres.
25

 

Dengan begitu, peraturan lembaga negara seperti PBI, 

tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus merujuk atau 

melaksanakan perintah dari salah ssatu hierarki hukum di 

atas. 

Pasal 56 UU No. 10 tahun 2004 memberikan 

pengecualian bahwa ketentuan yang bersifat mengatur 

yang dikeluarkan pejabat negara sebelum pemberlakuan 

UU No. 10 tahun 2004 1 November 2004, tetap berlaku 

dan berkekuatan hukum, sepanjang tidak bertentangan 

dengan UU di atas (pasal 56 UU No . 10 tahun 2004). UU 

No. 10 tahun 2004 mulai berlaku pada 1 Novembmer 
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 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-

undangan dikutip dari Lembaran Negara Tahun 2004 No. 53 sebagaimana 

dimuat dalam http://www.parlemen.net/site/docs/UU_NO_10_2004.pdf.  

http://www.parlemen.net/site/docs/UU_NO_10_2004.pdf
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2004 (pasal 58 UU No 10 tahun 2004).
26

 Dengan 

ketentuan tersebut, PBI yang lahir sebelum 1 November 

2004 tetap mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan PBI 

yang lahir setelah 1 November 2004 harus menyesuaikan 

ketentuan dalam UU No 10 tahun 2004. Proses kelahiran 

PBI harus ada perintah dari peraturan perundang-

undangan yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 4 UU No. 

10 tahun 2004. Oleh karena itu dalam UU terdapat bunyi 

“ketentuan lebih lanjut mengenai hal tertentu diatur dalam 

PBI). 

Melalui lembaran negara RI nomor 182 tanggal 

10 November 1998, disahkan UU No. 10 tahun 1998 

tentang perbankan. Dalam Undang-Undang ini ketentuan 

perihal bank syariah semakin tegas. Oleh sebab itu PBI 

yang mengatur perbankan syariah juga semakin kuat, 

karena diperintahkan oleh UU yang secara khusus 

mengatur perbankan syariah. Dalam UU perbankan 

syariah ada beberapa pasal yang memerintahkan 

“ketentuan lebih lanjut menegnai hal tertentu diatur dalam 

PBI”. 

Setelah PBI menjadi pelaksana Undang-Undang, 

dalam hierarki hukum di Indonesia terdapat turunan dari 
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 Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah : Titik Temu 

Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 23. 
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PBI sebagai penjelas teknis pelaksanaan. Adalah Surat 

Edaran Bank Indonesia (SEBI), merupakan regulasi yang 

berisi ketentuan pelaksanaan PBI yang lebih detail dalam 

ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia (PBI). 

Pelaksanaan Pengaliah hutang sebagai salah satu 

produk jasa dan layanan bank syariah diatur ketentuan 

pelaksanaanya dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

(SEBI) No 14/ 14/ DpBS. Di amna sehubungan dengan 

diterbitkanya Peraturan Bank Indonesia nomor 

9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang 

pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan 

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan 

jasa bank syariah (lembaran negara republik Indonesia 

tahun 2007 No. 165, tambahan lebaran negara republik 

Indonesia no. 4793), perlu diatur ketentuan dalam Surat 

Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan 

sebagaimana terlampir. 

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) 

untuk semua bank syariah di Indonesia, perihal 

pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan 

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan 

jasa bank syariah yang diterbitkan pada 17 maret 2008 

menerangkan tentang pemberian jasa pengalihan hutang 

atas dasar akad hiwalah. Pada poin IV.2. diterangkan : 
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1) Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk 

pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad 

hiwalah terdiri dari : 

a) Hiwalah mutlaqah yaitu transaksi yang 

berfungsi utnuk pengalihan hutang para 

pihak yang menimbulkan adanya dana 

keluar (cash out) bank, dan  

b) Hiwalah muqayyadah adalah transaksi 

yang berfungsi untuk melakukan set-off 

utang piutang diantara 3 pihak yang 

memiliki hubungan muamalat (utang-

piutang) melalui transaksi pengalihan 

hutang, serta tidak menimbulkan adanya 

dana keluar dari bank. 

2) Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk 

pengalihan hutang atas dasar akad hiwalah 

mutlaqah berlaku persyaratan paling kurang 

sebagai berikut : 

a) Bank bertindak sebagai pihak yang 

menerima pengalihan hutang atas 

hutang nasabah kepada pihak ketiga; 

b) Bank wajib menjelaskan kepada 

nasabah mengenai karakteristik 

pemberian jasa pengalihan hutang 
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atas dasar akad hiwalah, serta hak 

dan kewajiban nasabah sebagaimana 

diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai transparansi 

informasi produk bank dan 

penggunaan dana pribadi nasabah; 

c) Bank wajib melakukan analisis atas 

rencana pemberian jasa pengalihan 

hutang atas dasar akad hiwalah bagi 

nasabah yang abatara lain meliputi 

aspek personal berupa analisa atas 

karakter (character) dan atau aspek 

usaha anatara lain meliputi analisa 

kapasitas usaha (capacity), keuangan 

(capital) dan prospek usaha 

(condition); 

d) Bank dan nasabah wajib menuangkan 

kesepakatan dalam bentuk perjanjian 

tertulis berupa akad pengalihan 

hutang atas dasar akad hiwalah; 

e) Nilai pengalihan hutang harus sebesar 

nilai nominal; 
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f) Bank menyediakan dana talangan 

(qardh) sebesar nilai pengalihan 

hutang nasabah kepada pihak ketiga; 

g) Bank dapat meminta imbalan (ujrah) 

atau fee dalam batas kewajaran 

kepada nasabah. 

3) Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk 

pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad 

hiwalah muqayyadah berlaku persyaratan paling 

kurang sebagai berikut : 

a) Ketentuan penyaluran dana dalam bentuk 

pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar 

kad hiwalah muthlaqah sebagaimana 

dimaksud pada poin b, kecuali angka 2, 

kecuali angka 1,6 dan 7; 

b) Bank bertindak sebagai pihak yang menerima 

pengalihan hutang atas hutang nasabah 

kepada pihak ketiga, di mana sebelumnya 

bank memiliki hutang kepada nasabah; dan 

c) Jumlah hutang nasabah kepada pihak ketiga 

yang bisa diambil alih oleh bank, paling besar 

sebanyak nilai hutang. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI 

BANK JATENG CABANG SYARIAH SEMARANG 

 

A. Profil Bank Jateng Syariah 

1. Sejarah Bank Jateng Syariah 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 

atau yang sekarang dikenal dengan Bank Jateng ini 

berdiri pada tahun 1963 berdasarkan Surat 

Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi 

Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan 

ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 

4/kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Tengah beroperasi untuk 

pertama kali pada tanggal 6 April 1963,  bertempat di 

Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang 

sebagai kantor pusat. 

Pada tahun 1969, Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Tengah ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) melalui Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969. Kemudian melalui 
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 

1993, status badan usaha Bank berubah menjadi 

Perusahaan Daerah (Perusda). Sampai akhirnya pada 

tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akta pendirian No. 

1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan sebagai Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 

1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah 

menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 

1999, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 

mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada 

tanggal 7 Mei 2005, PT Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, 

disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang 

dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi 

Jawa Tengah dan Kabupaten atau Kota se-Jawa 

Tengah.
1
 

Seiring dengan perkembangan perusahaan, 

untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan 

terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, 

maka manajemen mengubah logo dan nama sebutan 

                                                           
 

1
 www.bankjateng.co.id 
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(callname) perusahaan yang merepresentasikan wajah 

baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 

tanggal 7 Mei 2005  Notaris Prof. DR. Liliana 

Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 

HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama 

sebutan (callname) PT Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD 

Jateng menjadi Bank Jateng.
2
 

Bank Jateng Syariah merupakan unit bisnis 

yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa 

perbankan berbasis syariah. Unit Usaha Syariah Bank 

Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008, 

berkantor pusat di Kota Semarang yaitu di Gedung 

Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang. Pada 

awal operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka 

Kantor Cabang Syariah pertama di Surakarta dan 

mulai beroprerasi pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. 

Slamet Riyadi No. 236 Surakarta. Sampai dengan 

tahun 2016, Bank Jateng Syariah telah 

mengoperasionalkan 4 Kantor Cabang Syariah, 9 

                                                           
 

2
 Ibid 
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Kantor Cabang Pembantu Syariah, 1 Payment Point, 3 

Kantor Kas Syariah, 131 Layanan Syariah (Office 

Chanelling) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa 

Tengah dan 4 ATM.
3
 Selain itu, nasabah Bank Jateng 

Syariah juga dapat melakukan transaksi tarik-setor 

rekening tabungan di Seluruh Kantor Cabang, baik 

Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas Bank 

Jateng di seluruh wilayah Jawa Tengah. Di samping 

kemudahan akses layanan dimaksud, beragam produk 

dan jasa keuangan perbankan dengan prinsip syariah 

juga dapat dinikmati oleh nasabah, baik produk 

pembiayaan, pendanaan maupun jasa lainnya dengan 

fitur dan layanan yang sangat bersaing. 

2. Visi dan Misi Bank Jateng Syariah
4
 

1) Visi 

Menjadi bank syariah yang terpercaya dan 

menjadi kebanggaan masyarakat. 

Penjelasan visi dijabarkan dalam beberapa 

aspek: 

                                                           
 

3
 Materi yang disampaikan oleh Pimpinan Cabang Bank Jateng 

Syariah (Bapak Bambang Ristianto) saat penyerahan magang pada tanggal 4 

Januari 2016 

 

 
4
 Buku Profil Bank Jateng Syariah 
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1) Bank Terpercaya: Kami memiliki 

keinginan yang kuat untuk menjadi 

lembaga keuangan yang diyakini 

berintegrasi tinggi, memiliki reputasi 

paling baik, paling kuat, paling aman 

dan paling menguntungkan. 

2) Menjadi Kebangggaan Masyarakat: 

Kami memiliki keinginan   yang   

kuat   agar   masyarakat   merasa   

ikut memiliki dan menjadikan Bank 

Jateng sebagai pilihan utama dalam 

memenuhi kebutuhan jasa perbankan 

dimanapun kami berada. 

2) Misi 

1) Memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap perolehan laba 

Bank Jateng. 

2) Menyediakan produk-produk dan jasa 

perbankan syariah dengan layanan 

prima untuk memberikan kepuasan 

dan nilai tambah bagi nasabah dan 

masyarakat sehingga mampu 

menggerakkan sektor riil sebagai 

pilar pertumbuhan ekonomi regional. 
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3) Menjalin kemitraan dengan pihak-

pihak terkait untuk membangun 

sinergi dalam pengembangan bisnis. 

4) Memberikan peluang dan dorongan 

bagi seluruh karyawan dengan 

mengembangkan seluruh potensi 

dirinya untuk kesejahteraan diri dan 

keluarganya, nasabah serta 

masyarakat pada umumnya. 

3. Data Lembaga Bank Jateng Syariah 

a. Nama Unit Usaha : Bank Jateng Syariah 

b. Kantor Pusat : Gedung Grinatha Lt. IV, Jl.  

Pemuda No.142 Semarang 

Telepon          :  (024)  3554025,  (024)   

3547541 Pass  

: 410, 411, 416 

Fax                         : (024) 3554016 

Website                  : www.bankjateng.co.id 

Email                    : sekretriat@bankjateng.co.id 

Didirikan               : 28 April 2008 

c. Kantor Cabang 

Cabang Surakarta : Jl. Slamet Riyadi No. 236  

Surakarta 

Telepon : (0271) 623412, 634206, 654036 

http://www.bankjateng.co.id/
mailto:sekretriat@bankjateng.co.id
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Fax  : (024) 668915 

Cabang Semarang: Gedung Grinatha Lt. 3, Jl. 

Pemuda No. 142 Semarang 

Telepon  : (024) 3554025 password  

 374,414 

Fax   : (024) 3566987 

Cabang Purwokerto : Jl. Overste Isdiman No.  

532A   Purwokerto 

Telp/fax  : (0281) 63067 

Cabang Pekalongan : Jl. Aloon-Aloon No.1  

Pekalongan. 

Telp  : (0285) 411929, 423283,  

425290, 425291, 423447.Fax : (0285) 411930 

4. Profil Bank Jateng Cabang Syariah Semarang 

Guna meningkatkan pelayanan kepada 

nasabah-nasabah Bank Jateng Syariah di ibu kota 

Jawa Tengah, pada tanggal 12 Maret 2010 telah 

dibuka Kantor Cabang Syariah di Semarang yang 

berlokasi di Gedung Grinatha Lantai III, Jl. Pemuda 

No.142 Semarang. Adapun secara struktural Bank 

Jateng Cabang Syariah Semarang merupakan Unit 

Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Jateng. 

Artinya penentuan kebijakan yang diambil oleh Bank 

Jateng Cabang Syariah Semarang mengacu pada 
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aturan yang telah dibuat oleh direksi Unit Usaha 

Syariah Bank Jateng.  

Untuk menjalankan kegiatannya, Bank Jateng 

Cabang Syariah Semarang membentuk kepengurusan 

dengan job descripsion yang jelas dan profesional. 

Sebagaimana Lembaga Keuangan Syariah lainya, 

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang juga terdapat 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai konsultan 

dalam menjalankan kegiatannya agar tetap sesuai 

dengan ketentuan syariah. Dewan syariah tersebut 

menjadi penasehat dalam pengeluaran produk dan 

memberikan fatwa atas apa yang seharusnya 

dilakukan oleh Bank Jateng Syariah Cabang 

Semarang. Eksistensi DPS menjadi sangat penting 

karena akan selau memonitor jalanya operasional 

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang secara intensif 

dan berkala. DPS terdiri dari ulama dan professional. 

Hal ini dimaksudkan agar DPS mampu mengawasi 

secara koprehensif baik dari segi hukumnya maupun 

dari segi profesionalitas usaha, sehingga menjadikan 

kinerja Bank Jateng Cabang Syariah Semarang 

menjadi terkontrol. 

Selanjutnya dibentuk pula truktur organisasi 

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Struktur yang 
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terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya 

merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang 

dan tanggung jawab dari pegawai yang melaksanakan 

pekerjaan. Setiap unsur-unsur harus dirancang dan 

ditaati sebaik-baiknya, sebagai pertimbangan tujuan 

yang akan dicapai oleh perusahaan. Kejelasan dari 

struktur ini didapat dalam satu organisasi dan dapat 

diketahui hubungan kerjanya secara fungsional antara 

satu bagian dengan bagian lainnya.  

Berikut gambaran stuktur organisasi Bank 

Jateng Cabang Seamarang. 
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5. Job Descreption Struktur Organisasi Bank Jateng 

Cabang Syariah Semarang 

Sesuai dengan gambaran bagan struktur 

organisasi Bank Jateng Cabang Syariah di atas, Bank 

Jateng Syariah Semarang dipimpin oleh seorang 
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pemimpin cabang. Pemimpin cabang memiliki 

kewanangan untuk memimpin, mengelola, 

mengawasi, mengendalikan dan mendayagunakan 

sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta 

volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan 

cabang pembantu yang efektif dan efisien sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. Dalam 

menjalankan tugasnya pemimpin cabang dibantu oleh 

wakil pemimpin cabang syariah. Di mana tugas dan 

wewenangnya hampir sama dengan pemimpin 

cabang, hanya saja porsi kewenangnya saling 

melengkapi antara pemimpin dan wakil pemimpin 

cabang. 

Dalam operasionalnya terdapat beberapa 

devisi-devisi di bawah pemimpin cabang dan wakil 

nya yaitu : 

a. Tim Pemasar 

 Adalah tim yang berfungsi 

melaksanakan  penyusunan  rencana  kerja  

dan  anggaran  tahunan  di  tim pemasar 

Syariah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Menyusun rencana kerja dan  

melaksanakan  kegiatan  yang  bertujuan 

mensosialisasikan produk Bank Jateng 
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Syariah baik penghimpunan dana maupun 

pembiayaan. Merumuskan dan menyusun 

strategi pemasaran baru. Melaksanakan 

kegiatan pemasaran produk, penghimpunan 

dana dan pembiayaan. Menyiapkan materi 

presentasi dalam rangka kegiatan pemasaran 

produk dana maupun pembiayaan di instansi 

pemerintah maupun swasta. Membuat dan 

menambah daftar kontak nasabah potensial 

nasabah untuk kepentingan pemasaran dan 

megnkoordinasikan penerapan regulasi baru 

terkait dengan kegiatan pemasaran produk 

syariah.
5
 

b. Seksi Pelayanan 

 Dalam tugasnya, kepala seksi 

pelayanan bertugas mengkoordinasikan 

pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan 

anggaran tahunan di seksi pelayanan syariah. 

Mengelola kegiatan otorisasi atau persetujuan 

baik tunai maupun non tunai sesuai batas 

kewenangan yang berlaku. Mengelola 

cluis/khasanah (lemari penyimpanan uang, 

emas dan surat berharga). Melakukan end of 

                                                           
 

5
 Arsip Job Description Bank Jateng Cabang Syariah, h.13-14 
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day (pengakhiran kegiatan pelayanan dan 

penutupan modul) sesuai ketentuan yang 

berlaku. Menginventarisir semua transaksi 

yang menjadi kewenangannya yang kemudian 

dikoordinasikan kepada ketua tim pemasar 

sebagai salah satu implementasi pemasaran 

terintegrasi Pelaksana Seksi Pelayanan.
6
 

Adapun seksi pelayanan dalam Bank Jateng 

Syariah terdiri dari 3 sub devisi yaitu : 

1. CS (Customer Service) 

 Melakukan kegiatan 

operasional dan pelayanan nasabah 

sesuai dengan ketentuan dan 

pelayanan. Diantaranya me;auanai 

pembukuan, pemeliharaan dan 

penutupan rekening giro, tabungan 

dam deposito serta pemblokiran 

rekning nasabah sesuai ketentuan 

yang berlaku. Melayani dan 

memberikan informasi terkait produk, 

jasa dan layanan syariah lainya 

kepada nasabah. Memberikan 

evaluasi dan mengusulkan kepada 

                                                           
 

6
 Arsip Job Description Bank Jateng Cabang Syariah, h.14-15 
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atasan terkait permasalahan yang 

muncul sehubungan dengan 

pelaksanaan tugas di Customer 

Service (CS). 

2. Teller  

 Melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan pelayanan 

transaksi tunai nasabah baik untuk 

kebutuhan nasabah maupun 

kebutuhan intern Bank Jateng 

Syariah. Melayanai kegiatan 

penyetoran dan penarikan uang tunai, 

pengambilan atau penyetoran non 

tunai dan surat-surat berharga dan 

kegiatan kas lainya serta 

terselenggaranya layanan di bagian 

kas secara benar, cepat dan sesuai 

dengan standar pelayanan bank. 

3. ADM (Back Office)/ Kliring/ RTGS 

 Melaksanakan dan 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

kliring, BI RTGS, transfer dan inkaso 

serta transaksi non tunai lainnya. 

Melaksanakan   pemeriksaan   ulang   
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atas   seluruh   laporan operasional 

pelayanan yang berkaitan dengan 

kegiatan transfer dan inkaso. 

Melakukan kegiatan baik penanaman 

maupun pencairan   deposito 

berjangka. Menginventarisi dan 

melaporkan transaksi non tunai diatas 

100 juta sesuai ketentuan yang 

berlaku.
7
 

c. Seksi SDM dan Umum 

 Adalah bagian dalam Bank Jateng 

Cabang Syariah Sebagai supervise unit SDM 

dan umum yang bertanggungjawab terhadap 

kepastian dan kebenaran pelaksanaan dan 

mengadministrasikan segala transaksi yang 

berkaitan, serta koordinasi atas 

terselenggaranya penerimaan, penerus 

pendidikan, pengembangan karyawan, 

pengadministrasian harga daninventaris bank, 

kelancaran logistic dan kegiatan pelayanan 

umum. Melakukan pengawasan dan 

pengendalian biaya-biaya personalia dan 

                                                           
 

7
 Arsip Job Description Bank Jateng Cabang Syariah, h.15-16 
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umum serta melakukan kegiatan 

kesekretariatan.
8
 

d. Seksi Pengawasan dan Penyelesaian 

Pembiayaan 

 Adalah salah satu bagian dari Bank 

Jateng Cabang Syariah Semarang yang 

bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan 

penyusunan rencana kerja dan anggaran 

tahunan seksi pengawasan dan penyelesaian 

pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan  legal dan administrasi 

pembiayaan Kantor Cabang Syariah 

Semarang dan Kantor Cabang Pembantu 

Syariah di wilayahnya. Mengkoordinasikan 

pelaksanaan kegiatan pengawasan dan 

penyelesaian pembiayaan di Kantor Cabang 

Pembantu Syariah di wilayahnya. Menyusun 

lpaoran kegiatan secara berkala kepada wakil 

pimpinan cabangSyariah. Mengkoordinasikan 

penerapan regulasi baru terkait dengan 

pengawasan pembiayaan.
9
 

e. Seksi Akuntansi & TSI 

                                                           
 

8
 Arsip Job Description Bank Jateng Cabang Syariah, h. 21-22. 

 
9
 Arsip Job Description Bank Jateng Cabang Syariah, h.17-18. 
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 Adalah bagian yang bertugas 

mengkoordinasikan penerapan regulasi baru 

terkait dengan pengawasan pembiayaan. 

Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan  

anggaran tahunan seksi akuntansi dan 

teknologi sistem informasi sesuai peraturan 

yang berlaku. Melaksanakan dan 

mengevaluasi kegiatan verifikasi, 

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

pengelolaan laporan keuangan. Melaksanakan 

dan mengevaluasi kegiatan operasional  

teknologi system informasi juga menjadi 

bagian dari devisi ini.
10

 

f. Seksi Pembiayaan 

 Tugas dan wewenang kepala seksi 

pembiayaan diantaranya mengkoordinasikan 

pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan 

anggaran tahunan di seksi pembiayaan. 

Memproses serta mengelola kegiatan 

pembiayaan. Mengevaluasi kelayakan 

pembiayaan yang disajikan analis 

pembiayaan.  

                                                           
 

10
 Arsip Job Description Bank Jateng Cabang Syariah, h. 20-21. 



74 

 Di samping itu, tugas dan wewenang 

pelaksana seksi pembiayaan ada 2 analis 

yakni : 

1) Analis Pembiayaan 

Analis Pembiayaan bertugas 

melaksanakan penyusunan rencana 

kerja dan anggaran tahunan di seksi 

pembiayaan. Memproses serta 

mengelola kegiatan pembiayaan. 

Memproses dan memeriksa 

kelengkapan berkas permohonan 

pembiayaan sesuai peraturan yang 

berlaku. Kegiatan menyusun laporan 

kunjungan lapangan dan laporan 

penilaian kelayakan pemberian 

pembiayaan sesuai peraturan yang 

berlaku. 

2) Analis Pembiayaan Gadai/ Rahn 

Kewenangan dan tugas analis 

pembiayaan gadai tidak jah berbeda 

dengan analis pebiayaan, hanya saja 

pada bagian ini terfokus kepada 

pembiayaan gadai saja, termasuk di 

dalamnya melaksanakan dan 



75 

mengevaluasi kegiatan rahn (gadai 

emas).
11

 

 

6. Produk Bank Jateng Cabang Syariah Semarang
12

 

Berbagai produk syariah telah diluncurkan ke 

masyarakat, sampai dengan tahun 2016 produk UUS 

Bank Jateng baik di bidang  dana,  pembiayaan  

maupun  jasa  lainnya  adalah  sebagai berikut: 

a. Pendanaan 

 Simpanan nasabah Bank Jateng 

Cabang Syariah Semarang dikemas dalam 

bentuk: 

a) Giro IB Bank Jateng 

 Adalah produk simpanan 

yang menggunakan akad Wadiah 

merupakan titipan dana dalam bentuk 

giro dan tabungan di mana pemilik 

dana mendapatkan pendapatan berupa 

bonus. Penarikan giro iB bank Jateng 

dapat dilakukan dengan 

menggunakan media cek, bilyet giro 

                                                           
 

11
 Arsip Job Description Bank Jateng Cabang Syariah, h.17-18 

 
12

 Lihat di lampiran (Brosur produk Bank Jateng Syariah Semarang) 
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ataupun surat perintah pembayaran 

lainya yang sah. 

b) Deposito iB Bank Jateng 

 Investasi dengan jangka 

waktu tertentu dengan bagi hasl tidak 

menggunakan akad Mudharabah 

Mutlaqah yang berarti pihak 

Mudharib (bank) diberi kuasa penuh 

untuk menjalankan usahanya tanpa 

batasan sepanjang memenuhi syarat-

syarat syariah dan tidak terikat 

dengan waktu, tempat, jenis usaha. 

Keuntungan dari pengelolaan dana 

tersebut akan dibagihasilkan sesuai 

dengan nisbah yang telah disepakati 

sebelumnya, antara bank dan 

nasabah. 

c) Tabungan iB Bima 

 Tabungan yang memberi 

kemudahan dalam bertransaksi. yakni 

memberikan keleluasaan dalam 

melakukan penarikan melalui ATM 

Bank Jateng dan jaringan ATM 
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Prima. Menggunakan akad 

mudharabah (bagi hasil). 

d) Tabungan iB Amanah 

 Adalah produk tabungan 

dengan menggunakan prinsip wadiah 

yad dhamanah. Merupakan produk 

yang memberi kemudahan dalam 

bertransaksi sewaktu-waktu, tarik dan 

setor setiap saat menggunakan ATM 

Bank Jateng dan ATM Prima juga 

ATM Bersama. 

e) iB Tabungan Haji 

 Adalah tabungan dalam mata 

uang rupiah untuk persiapan 

menunaikan ibadah haji.  Merupakan 

produk yang menggunakan akad 

wadiah yadh dhamanah, yang 

memberikan kemudahan transaksi 

online di seluruh kantor Bank Jateng 

Syariah. Terdapat fasilitas 

pendaftaran haji secara online dengan 

Siskohat Kementerian Agama di 

seluruh kantor Bank Jateng dan Bank 

Jateng Syariah.  
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f) Simpanan Pelajar (Simpel iB) 

 Adalah tabungan untuk siswa 

yang diterbitkan secara nasional oleh 

bank-bank di Indonesia dakam 

rangka edukais untuk mendorong 

budaya menabung sejak dini. 

 

b. Pembiayaan 

 Dalam operasionalnya Bank Jateng 

Syariah juga melayani pembiayaan dalam 

bentuk produk : 

a) iB Griya Bank Jateng 

 Membantu kebutuhan 

masyarakat dalam mewujudkan 

impian memiliki rumah, ruko, vila 

maupun apartemen idaman. iB Griya 

Bank Jateng menggunakan akad 

murabahah yaitu prinsip jual beli 

dimana harga jual ditetpkan 

berdasarkan harga beli ditambah 

margin keuntungan yang disepakati 

bersama. Besar angsuran tidak 

berubah sampai ahir pembiayaan. 
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b) iB Multiguna 

 Adalah Pembiayaan dengan 

akad murabahah untuk pembelian 

barang konsumtif seperti peralatan 

elektronik,  perabot  rumah  tangga,  

dan  kendaraan bermotor baru atau 

bekas, yang tidak bertentangan 

dengan syariah. Prisip akadnya sama, 

yakni menggunakan akad 

murabahah, dengan ketentuan tidak 

berbeda juga yaitu kesepakatan harga 

telah disepakati harga barang 

ditambah margin keuntungan. 

Angsuran tetap sampai ahir 

pembiayaan. 

c) iB Investasi 

 Pembiayaan yang didesain 

khusus bagi para pengusaha untuk 

pembelian atau pengadaan barang 

investasi seperti ruko, tukang, 

gudang, alat-alat berat, mesin, 

kendaraan dan barang pembiayaan 

yang digunakan untuk investasi 

usaha. Akad yang digunakan dalam 
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pembiayaan ini adalah akad 

murabahah, musyarakah, atau 

mudharabah. 

d) iB Modal Kerja 

 Adalah fasilitas pembiayaan 

kepada nasabah untuk modal kerja 

atau usaha dengan prinsip bagi hasil 

yang adil dan menuju kemajuan 

bersama. Pembiayaan ini 

menggunakan akad mudharabah atau 

akad musyarakah (bagi hasil) dengan 

pembagian keuntungan sesuai nisbah 

yang telah disepakati sebelumnya. 

e) iB Gadai Emas Bank Jateng 

 Adalah fasilitas  pembiayaan  

dengan  akad qardh kepada nasabah 

dengan agungan berupa emas milik 

nasabah dengan mengikuti prinsip 

gadai. Barang ditempatkan dalam 

penguasaan dan pemeliharaan bank, 

atas pemeliharaan tesebut bank 

mengenakan biaya sewa atas dasar 

prinsip syariah. 

f) iB Bima Emas  
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 Adalah produk pembiayaan 

kepemilikan emas dengan 

menggunakan akad murabahah. 

Membantu nasabah yang ingin 

membeli emas dengan sitem 

pembayaran cicilan. Dengan 

ketentuan harga emas menyesuaikan 

saat akad, sehingga tidak takut ketika 

ada fluktuasi harga emas. 

 

 

B. Pengalihan Hutang (Take Over) di Bank Jateng Cabang 

Syariah Semarang  

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank 

syariah adalah membantu mengalihka transaksi non syariah 

menjadi transaksi yang sesuai syariah. Bank Jateng Cabang 

Syariah Semarang pun tidak melewatkan hakikat salah satu 

fungsi pelayanan bank syariah tersebut. Dalam salah satu 

layanannya, Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dapat 

membantu pembiayaan nasabah yang awalnya di bank non 

syariah dialihkan ke tansaksi syariah yakni menggunakan 

layanan take over. 

Suku bunga bank konvensional yang fluktuatif 

membuat angsuran pembiayaan nasabah menjadi tidak 
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menentu. Penawaran pembiayaan di bank konvensional 

biasanya menetapkan dua jenis bunga, yaitu bunga kredit baru 

dan bunga kredit berjalan. Bunga kredit baru biasanya 

ditetapkan lebih rendah untuk jangka waktu tertentu, misalnya 

fixed satu tahun pertama atau fixed 5 tahun pertama, setelah 

lewat masa fixed, maka bunga akan disesuaikan dengan 

kondisi pasar, dikenal dengan sebutan bunga kredit berjalan. 

Pada umumnya bunga ini direview setiap bulan dan jika bank 

menganggap perlu, maka akan direvisi juga setiap bulan. Hal 

inilah yang menyebabkan angsuran nasabah menjadi tidak 

menentu. Kondisi ini sangat terasa apabila terjadi krisis 

ekonomi.  Tetapi akan terasa  menguntungkan nasabah bank 

syariah karena sistem yang dipakai adalah sistem jual beli 

dimana keuntungan bank telah ditetapkan di awal perjanjian. 

Hal tersebut menjadi salah satu alasan terjadinya nasabah 

mengalihkan hutang dari pembiayaan di bank non syariah ke 

bank syariah. 

Respon positif masyarakat akan “gaya hidup halal” 

telah membawa mereka kepada kebutuhan jasa keuangan 

syariah. Bank Jateng Syariah Semarang menangkap baik akan 

adanya fenomena tersebut dengan menghadirkan layanan jasa 

take over. Pelayanan pengalihan hutang (take over) di bank 

jateng syariah dapat dilakukan pada produk pembiayaan yang 

tersedia oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Pada 
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aplikasinya bank Bank Jateng Cabang Syariah Semarang 

membatu pengalihan hutang pembiayaan nasabah dari bank 

konvensional, kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan 

produk pembiayaan yang ada di Bank Jateng Cabang Syariah 

Semarang. Seperti misalnya nasabah mengajukan pengalihan 

hutang (take over) dari pembiayaan KPR di bank 

konvensiaonal, maka bank syariah men-takeover-kan 

mengkategorikan take over pembiayaan sesuai dengan skema 

iB Griya, begitu dengan produk pembiayaan lainya, 

disesuaikan dengan pembiayaan sebelumnya di bank 

konvensional.
13

 

Selain digunakan untuk take over pembiayaan KPR 

atau dalam Bank Jateng Cabang Syariah Semarang masuk 

dalam klasifikasi pembiayaan iB Griya, dapat juga digunakan 

take over untuk pembiayaan kendaraan, baik mobil maupun 

motor, untuk modal kerja, pengadaan barang dan lain 

sebagainya. Take over dapat digunakan untuk produk-produk 

yang memakai prinsip jual beli atau bagi hasil. 

 

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take 

Over) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang 

                                                           
 

13
 ibid 
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Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan 

layanan pengalihan hutang (take over) di Bank Jateng Cabang 

Syariah Semarang adalah sebagai berikut :
14

 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

2. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. 

4. Surat Direksi No. 0449/ H.T. 01. 01/ 2012/ tentang 

BPP Analisi Syariah. 

5. Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang 

Pengalihan Hutang. 

6. Surat Edaran Bank Jateng Nomor 7627/ HT.01.03/ 

SYAR/ 2016 Semarang, 31 Agustus 2016 perihal 

Persyaratan dan Tata Cara Take Over Pembiayaan 

dari Bank Lain di Kantor Cabang Syaraih dan Kantor 

Cabang Pembantu Syariah. 

 

                                                           
 

14
 Wawancara pribadi dengan Bapak Joko Setya Budi, Kepala Seksi 

Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan,  pada hari Kamis, 23 Februari 

2017 
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D. Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) di Bank 

Jateng Cabang Syariah 

Berdasarkan dasar hukum yang dianut dalam SOP 

Pelaksanaan pengalihan hutang (take over) di Bank Jateng 

Cabang Syariah Semarang, memiliki persyaratan dan tata cara 

pembiayaan ditake over dari bank lain ke Bank Jateng Cabang 

Syariah Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Bagi calon nasabah perorangan : 

a. Surat permohonan nasabah dalam pengajuan take 

over pembiayaan. 

b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk suami/istri yang 

masih berlaku. 

c. Pas foto terbaru pemohon dan suami/istri. 

d. Fotocopi Kartu Keluarga. 

e. Fotocopi surat nikah (bagi yang telah menikah). 

f. Fotocopi NPWP bagi calon nasbah yang 

mengajukan take over pembiayaan plafond di atas 

Rp. 100.000.000,-. 

g. Daftar/ slip gaji terahir yang diterima diketahui 

bendahara atau pimpinan perusahaan tempat 

bekerja. 
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h. Memiliki rekening tabungan/ giro di bank untuk 

mendukung penyelesaian kewajiban/ angsuran 

atas pembiayaan.
15

  

2. Calon nasabah badan usaha atau perusahaan 

a. Surat permohonan perusahaan dalam pengajuan 

take over pembiayaan. 

b.  Fotocopi Kartu Tanda Pendudukpengurus 

perusahaan yangsesuai dengan akta pendirian 

perusahaan yang masih berlaku. 

c. Fotocopi kata pendirian perusahaan dan 

perubahan yang terahir. 

d. Fotocopi SIUP dan TDP. 

e. Laporan keuangan selama dua tahun terahir 

beserta penjelasannya. 

f. Fotocopi NPWP perusahaan bagi calon nasabah 

yang mengajukan take over pembiayaan dengan 

plafond diatas Rp. 100.000.000,-. 

g. Company profile/ proposal perusahaan, struktur 

organisasi dan nama pengurus. 

h. Memiliki rekening tabungan/ giro di bank untuk 

mendukung pembayaran kewajiban atau angsuran 

atas pembiayaan.
16

 

                                                           
 

15
 Arsip Surat Edaran Bank Jateng Syariah lembar 1-2 

 
16

 Arsip Surat Edaran Bank Jateng Syariah lembar 2-3 
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3. Petugas pembiayaan Bank Jateng Syariah melakukan 

cheking terhadap calon nasabah, memastikan bahwa caon 

nasabah adalah tidak tercantum dalam daftar hitam (black 

list).
17

 

4. Untuk menentukan pemberian fasilitas pembiayaan yang 

sesuai dengan produk pembiayaan yang terdapat di Bank 

Jateng Syariah, maka dilakukan pengkajian oleh petugas 

Bank Jateng Syariah melalui interview kepada calon 

nasabah.
18

 

5. Ketentuan plafond dalam pemberian take over yaitu, 

fasilitas take over pembiayaan yang diajukan sesuai 

dengan saldo baki debet/ pokok dari bank lain, dan 

dilarang memperhitungkan denda, penalty, tunggakan 

bungadan lain-lain dalam pemberian plafond pembiayaan 

syariah. selanjutnya petugas analis pembiayaan 

memastikan jumlah total pelunasan pembiayaan dengan 

meminta nasabah untuk mencantumkan outstanding saldo 

terahir dari bank lain.
19

 

                                                           
 

17
 Wawancara pribadi dengnan Bapak Rifki Muhammad Akbar, 

Pelaksana Analisis Pembiayaan, pada hari Kamis, 23 Februari 2017 

 
18

 ibid 

 
19

 ibid 
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6. Pengalihan hutang nasabah dari bank lain ke Bank Jateng 

Syariah dengan menggunakan beberapa alternatif 

ketentuan akad diantaranya adalah :
20

 

a. Alternatif 1 

1) Bank Jateng Syariah memberikan qardh kepada 

nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah 

melunasi kreditnya, dan dengan demikian aset 

yang dibeli telah menjadi kepemilikan penuh oleh 

nasabah. 

2)  Nasabah menjual aset dimaksud poin 1) kepada 

Bank Jateng Syariah, dam dengan hasil penjualan 

aset tersebut nasabah melunasi qardhnya kepada 

Bank Jateng Syariah. 

3) Bank Jateng Syariah menjual secara murabahah 

aset yang telah menjadi miliknya kepada nasabah, 

dengan pembayaran secara cicilan. 

b. Alternatif 2 

1) Bank Jateng Syariah membeli sebagian aset 

nasabah, dengan seijin bank lain sehingga dengan 

demikian terjadilah syirkah al-milk antara Bank 

Jateng Syariah dengan nasabah terhadap aset 

tersebut. 

                                                           
 

20
 Arsip Surat Edaran Bank Jateng Syariah lembar 5-6 
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2)  Bagian aset yang dibeli Bank Jateng Syariah 

sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah 

bagian aset yang senilai dengan hutang (sisa 

cicilan) nasabah kapada bank lain. 

3) Bank Jateng Syariah menjual aset secara 

murabahah bagian aset yang menjadi miliknya 

tersebut kepada nasabah dengan pembayaran 

secara cicilan. 

c. Alternatif 3 

1) Dalam pengurusan untuk memperoleh 

kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat 

melakukan akad iajarah dengan Bank Jateng 

Syariah. 

2) Apabila diperlukan, Bank Jateng Syariah dapat 

membantu menalangi kewajiban nasabah dengan 

menggunakan prinsip qardh. 

3) Akad ijarah sebagaimana dimaksudkan poin 1) 

tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah 

dari) pemberian talangan sebagaimana 

dimaksudkan angka 2). 

4) Besar imbalan jasa ijarah sebagaimana dimaksud 

angka 1) tidak boleh di dasarkan pada jumlah 

talangan yang diberikan Bank Jateng Syariah 

kepada nasabah. 
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d. Alternatif 4 

1) Bank Jateng Syariah memberi qardh kepada 

nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah 

melunasi kredit (hutangnya) dan dengan demikian 

aset yang dibeli dengankredit telah enjadi 

kepemilikan penuh nasabah. 

2) Nasabah menjual aset dimaksud angak 1) kepada 

Bank Jateng Syariah, dengan hasil penjualan itu 

nasabah melunasi qardhnya kepada Bank Jateng 

Syariah. 

3) Bank Jateng Syariah menyewakan aset yang telah 

dibeli (miliknya) kepada nasabah, dengan akad 

al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. 

7. Dari fasilitas pengalihan hutangnya, nasabah memiliki 

kewajiban menyerahkan agunan sebagai berikut : 

a. Asli surat pengangkatan atau surat keputusan terahir 

pegawai dan sebagainya dari perusahaan tempat 

nasabah bekerja. 

b. SMH/ SHBG/ SHP atas tanah atau bangunan dan 

BPKB kendaraan bermotor roda empat dan atau dua. 

Tentunya, penentuan agunan yang ditetapkan, 

berdasar kepada analisis pembiayaan yang dilakukan 

oleh petugas Bank Jateng Syariah yang telah 

melakukan penilaian agunan secara saksama dan 
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melakukan analisa secara menyeluruh dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan besarnya 

plafon take over pembiayan yang diberikan. 

c. Beberapa hal yang diperhatikan Bank Jateng Syariah 

dalampemberian qardh kepada nasabah adalah :  

1. Dalam pemberian qardh kepada nasabah, 

dipastikan bahwa nasabah take over pembiayaan 

tersebut berkarakter baik, disiplin dana dapat 

dipercaya. 

2. Qardh diberikan kepada nasabah, dijelaskan 

secara detail penggunaanya dan batas waktu 

pengembalian qard.
21

 

                                                           
 

21
 Wawancara pribadi dengnan Bapak Rifki Muhammad Akbar, 

Pelaksana Analisis Pembiayaan, pada hari Kamis, 23 Februari 2017 
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BAB IV 

ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE 

OVER) DI BANK JATENG CABANG SYARIAH SEMARANG 

 

A. Analisis Dasar Hukum Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take 

Over) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.  

Take over atau disebut juga dengan pengalihan hutang 

adalah satu contoh transaki yang menggambarkan gaya hidup 

halal di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan pada 

pembahasan sebelumnya, pengalihan hutang dalam konteks 

skripsi ini adalah pengalihan kredit dalam dunia pebankan. Dalam 

hal ini pihak perbankan menjadi pihak ketiga yang memberi kredit 

kepada debitur (nasabah) untuk melunasi hutang atau kredit 

debitur kepada kreditur awal (bank konvensional) dan 

memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak 

ketiga ini menggantikan kedudukan debitur awal. 

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menangkap baik 

adanya fenomena kebutuhan nasabah akan peralihan transaki 

pembiayaan non syariah menjadi transaksi pembiayaan yang 

sesuai syariah tersebut. Pelayanan pengalihan hutang di Bank 

Jateng Cabang Syariah Semarang dilakukan pada produk 

pembiayaan yang tersedia di Bank Jateng Cabang Syariah 

Semarang. Sebagai mana dijelaskan pada BAB III tentang 

pelaksanaan pengalihan hutang (take over), Bank Jateng Cabang 
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Syariah Semarang menggunakan empat alternatif akad yaitu 

diantaranya, Qardh, murabahah, ijarah, ijarah mutahiya bi tamlik 

dan musyarakah. Pemakaian 4 akad tersebut tidak lain adalah 

berpedoman terhadap fatwa DSN MUI Nomr 31 Tahun 2002 

tentang Pengalihan Hutang.  

Secara lengkap pelaksanaan pengalihan hutang (take over) 

di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang berpedoman pada Surat 

Edaran Bank Jateng Nomor 7627/ HT.01.03/ SYAR/ 2016 

Semarang, 31 Agustus 2016 perihal Persyaratan dan Tata Cara 

Take Over Pembiayaan dari Bank Lain di Kantor Cabang Syaraih 

dan Kantor Cabang Pembantu Syariah. Dasar hukum yang 

digunakan dalam pelaksanaan layanan pengalihan hutang (take 

over) adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998. 

2. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. 

4. Surat Direksi No. 0449/ H.T. 01. 01/ 2012/ tentang BPP 

Analisi Syariah. 
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5. Fatwa DSN MUI No. 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang 

Pengalihan Hutang. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB I, bahwa penulis 

menemukan sebuah diferensiasi penggunaan akad antara Surat 

Edaran Bank Indonesia dan Fatwa DSN MUI yang membahas 

mengenai pengalihan hutang (take over). Dalam operasionlanya 

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang lebih cenderung 

mempraktikkan ketentuan fatwa DSN MUI nomor 31 tahun 2002 

Tentang Pengalihan Hutang dengan skema penggunaan 4 

alternatif akad penyelesaian pengalihan hutang (take over). 

Berbeda dengan konsep yang ditawarkan UU perbankan syariah 

yang menyatakan kegiatan Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit 

Usaha Syariah (UUS) salah satunya adalah pengalihan hutang 

berdasarkan akad hiwalah atau akad lainya yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah (pasal 19 UU Perbankan 

Syariah). Lebih jelas lagi, dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) 

yang merupakan pedoman pelaksaaan bank syariah juga dalam 

pasal 3 PBI (PBI No. 10/ 16/ PBI/ 2008) disebutkan pemenuhan 

prinsip syariah dilakuakn melalui kegiatan pelayanan jasa dengan 

menggunakan akad hiwalah, kafalah dan sharf, dalam hal ini 

pengalihan hutang disebutkan dengan istilah hiwalah. 

Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, kedudukan 

sumber hukum berupa Fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank 
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Indonesia adalah saling melengkapi. Dalam hal ini pelaksanaan 

pengalihan hutang (take over) dalam PBI yang kemudian 

diperjelas di SEBI, praktik take over hanya sebatas pengalihan 

hutangnya saja, tidak mengatur sampai penyelesaian pengalihan 

hutang. Kemudian dari prinsip ekonomi bank, apabila 

menggunakan akad hiwalah sebagaimana skema yang ditawarkan 

SEBI poin IV.2 yang diperbolehkan pengenaan imbalan (ujroh) 

atau biaya administrasi kepada nasabah secara langsung dan 

hanya sekali, dirasa akan memberatkan nasabah, karena nasabah 

harus membayar langsung biaya administrasi atau ujroh yang 

ditawarkan. Dalam SEBI juga dirasa tidak secara lengkap 

mengatur skema penyelesaian pengalihan hutang, hanya 

menjelaskan mekanisme pemberian talangan berupa dana qardh 

saja, tidak dijelaskan lagi mengenai skema pengembalian dana 

talangan tadi. 

Oleh karena itu, pelaksanaan pengalihan hutang (take 

over) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menganut secara 

penuh skema yang ditawarkan oleh fatwa DSN MUI Nomor 31 

Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang karena drasa paling 

realistis dan lengkap. Di dalamnya terdapat skema pengalihan 

hutang dan juga penyelesaian pengalihan hutang yang telah 

berjalan itu.  

Mengutip dari pernyataan Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq., 

M.A. seorang ahli hukum dan selaku Dewan Pengawas Bank 
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Jateng Cabang Syariah, bahwa hukum yang disajikan dalam Islam 

memang beragam dan saling melengkapi. Dari fenomen 

pengalihan hutang, terdapat berbagai skema akad yang ada dalam 

fatwa DSN MUI, Bank Jateng Cabang Syariah menganut skema 

yang paling mudah dan realistis untuk diterapkan. Artinya sesuai 

dengan prinsip ekonomi bank dan demi keberlangsungan hidup 

bank itu sendiri, maka penggunaan bukan akad hiwalah atau 

hiwalah bil ujroh sebagaimana fatwa DSN MUI Nomor 12 Tahun 

2000 dan fatwa DSN MUI Nomor 58 tahun 2007, sah-sah saja, 

karena hakikat muamalah adalah  

ليِْلُ عَلىَ التَّحْرِيمِْ   الَأصَْلُ فىِ اْلأشَْياَءِ اْلِإ باَ حَة حَتَّى يدَُ لَّ اْلدَّ

 

“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah 

(boleh) sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya 

atau mengharamkannya)”. 

 

Dengan begitu, hukum menggunakan akad qard, 

murabahah, musyarakah, ijarah, ijarah mutahiya bi tamlik dalam 

pelaksanaan pengalihan hutang (take over) menjadi boleh karena 

keempat akad tersebut telah dihalalkan oleh MUI dan tidak 

bertentangan dengan prisip syariah.
1
 

Dari segi kedudukan, SEBI dan DSN MUI adalah sama-

sama menjadi pedoman pelaksanaan transaksi di bank syariah. 

                                                           
 

1
 Wawancara langsung dengan Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.Ag pada 

27 Maret 2017 
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Hanya saja dalam konteks pengalihan hutang (take over) di bank 

syariah ini cukup menjadi perhatian karena dalam Undang-

Undang perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia maupun 

Surat Edaran Bank Indonesia belum ada yang mengatur secara 

jelas dan gamblang sampai penyelesaian transaksi pengalihan 

hutang (take over) dari bank lain ke bank syariah.  

 

B. Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (take over) di Bank 

Jateng Cabang Syariah Semarang 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB III, 

pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah 

Semarang menggunakan skema pengalihan hutang sesuai Surat 

Edaran Bank Jateng yakni menggunakan empat alternatif akad 

yang disesuaikan dengan jenis transaksi yang terjadi. Dalam 

melaksanakan transaksi pengalihan hutang (take over) Bank 

Jateng Cabang Syariah Semarang terlebih dahulu melakukan 

analisa pembiayaan, sebagaimana pemenuhan prinsip kehati-

hatian bank.  

Empat akad yang digunakan dalam transaksi pengalihan 

hutang (take over) di Bank Jateng Cabang Syraiah Semarang 

adalah sebagai berikut : 

1. Alternatif pertama  

Pada alternatif pertama ini Bank Jateng Cabang 

Syariah Semarang memberikan qardh kepada nasabah 
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yang kemudian digunakan oleh nasabah untuk melunasi 

kreditnya terhadap bank konvensional, dengan begitu aset 

telah menjadi kepemelikan penuh oleh nasabah. 

Selanjutnya, nasabah menjual kembali asetnya kepada 

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, dengan hasil 

penjualan tersebut nasabah melunasi qardh nya kepada 

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Selanjutnya, 

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menjual kembali 

aset tadi kepada nasabah, dengan akad murabahah dan 

dibayar secara cicilan. 

Pada alternatif pertama ini fatwa DSN MUI 

Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Qardh dan fatwa DSN 

MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah berlaku 

dalam pembiayaan pengalihan hutang. 

2. Alternatif kedua 

Pada alternatif yang kedua Bank Jateng Cabang 

Syariah Semarang membeli sebagian aset nasabah dengan 

seizin Bank lain (LKK yang telah terjadi transaksi hutang 

sebelumnya). Dengan demikian terjadilah syirkah al milk 

antara Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dan 

nasabah tersebut. Aset yang telah dibeli nasabah ini 

adalah bagian dari aset yang senilai dengan hutang (sisa 

angsuran) nasabah kepada bank lain. Kemudian Bank 

Jateng Cabang Syariah Semarang menjual secara 
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murabahah aset yang menjadi miliknya kepada nasabah, 

dengan pembayaran secara angsuran.  

Pada laternatif kedua ini fatwa DSN MUI Nomor 

4 tahun 2000 Tentang Murabahah berlaku dalam 

pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang. 

3. Alternatif ketiga  

Dalam pengurusan untuk memperoleh 

kepemilikan penuh atas aset nasabah dapat melakukan 

akad ijarah dengan Bank Jateng Cabang Syariah 

Semarang sesuai fatwa DSN MUI Nomor 9 Taun 2002 

Tentang Ijarah. Kemudian apabila diperlukan Bank Jateng 

Cabang Syariah Semarang dapat membantu menalangi 

kewajiabn nasabah dengan emnggunakan akad qardh  

sesuai dengan fatwa DSN MUI Normor 19 Tahun 2001. 

Akad ijarah yang digunakan oleh bank harus terpisah dari 

pemberian talanangan berdasar akad qardh tadi.  Besarnya 

imbalan jasa ijarah tidak boleh berdasarkan jumlah dana 

talangan yang diberikan.  

4. Alternatif keempat 

Pada alternatif keempat, Bank Jateng Cabang 

Syariah Semarang memberikan dana qardh kepada 

nasabah yang kemudian digunakan nasabah untuk 

melunasi hutangnya terhadap bank lain. Dengan demikian 

aset telah menjadi kepemilikan penuh nasabah. Kemudian 
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nasabah menjual aset tersebut kepada Bank Jateng 

Cabang Syariah Semarang. Dengan hasil penjualan 

tersebut nasabah melunasi qardh nya kepada Bank Jateng 

Cabang Syariah Semarang. Kemudian Bank Jateng 

Cabang Syariah Semarang menyewakan aset tersebut 

kepada nasabah dengan akad ijarah mutahiya bitamlik.  

Pada alternatif ini fatwa DSN MUI Nomor 27 

Tahun 2002 tentang al ijarah muntahiya bitamblik 

berlaku dalam pelaksanaan pengalihan hutang (take over). 

Memperhatikan pengalihan hutang dari segi pengertian, 

pengalhan hutang dalam hukum Islam disebut juga sebagai 

hiwalah. Hiwalah artinya memindahkan dan mengalihkan. Di 

Indonesia, pelaksanaan pengalihan hutang (take over) telah 

memperoleh landasan hukum positif. Dalam pasal 1400 KUH 

Perdata, pengalihan hutang disebut dengan peristiwa subrogasi. 

Subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga 

yang membayar kepada debitur, dapat terjadi karena persetujuan 

atau karena undang-undang. Dalam peristiwa pengalihan hutang 

(take over) Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, peristiwa ini 

tidak dapat disamakan dengan peristiwa subrogasi sesuai pasal 

1400 KUH Perdata, karena dalam pelaksanaanya, pengalihan 

hutang di sini bukan berupa pemindahan hak kreditur kepada 

pihak ketiga yang membayar kepada debitur, melainkan pihak 

ketiga (Bank Jateng Cabang Syariah Semarang) hanya membantu 
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menyelesaikan pembiayaan nasabah (debitur) melalui pemberian 

dana pinjamana (qard) untuk menyelesaikan (melunasi) 

pembiayaan atau kredit kepada kreditur (bank lain). Setelah 

peristiwa pengalihan hutang tersebut, muncul akad baru yaitu 

penyelesaian qard dengan skema dan akad baru. Dalam peristiwa 

ini dapat dinyatakan bahwa pengalihan hutang (take over) di Bank 

Jateng Cabang Syariah Semarang berbeda dengan konsep 

subrogasi sebagaimana yang dijelaskan pada pasal1400 KUH 

Perdata. 

Penjelasan lebih lanjut menganai pengalihan hutang (take 

over) di bank syariah terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 

tahun 2008 Tentang Perbankan syariah. Disebutkan bahwa 

kegiatan usaha Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah 

(UUS) antara lain meliputi melakukan pengambialihan hutang 

berdasarkan akad hiwalah atau akad lainya yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

 Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad hiwalah 

secara teknis mendasarkan kepada PBI (Peraturan Bank 

Indonesia) No. 9/ 19/ PBI/ 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip 

Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran 

Dana Serta Pelayanan Bank Syariah sebagaimana yang telah 

diubah dengan PBI No. 10/ 16/ PBI/ 2008. Pasal 3 PBI dimaksud 

menyebutkan pemenuhan prinsip syariah sebagamana dimaksud, 

antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan 
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mempergunakan antara lain akad hiwalah, kafalah dan sharf. 

Berdasarkan peraturan ini, pelaksanaan pengalihan hutang (take 

over) telah meiliki legal hukum lebih jelas yakni menggunakan 

akad hiwalah. Tidak disebutkan akad alternatif lainya, 

sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang 

Perbankan syariah yang menyebutkan boleh melakukan 

pengambialihan hutang berdasarkan akad hiwalah atau akad 

lainya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Lebih rinci lagi, praktik pengalihan hutang (take over) 

dijelaskan Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 14/ DpBS 

Perihal Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan 

Penyaluran Dana serta Pelayanan jasa Bank Syariah pada poin 

IV.2. dijelaskan lebih rinci mengenai mekanisme pemberian jasa 

pengalihan hutang atas dasar akad hiwalah. Pada poin IV.2. 2.f-g, 

dijelaskan skema pengalihan hutang yaitu bank menyediakan dana 

talangan (qardh) sebesar nilai pengalihan hutang nasabah kepada 

pihak ketiga. Bank dapat meminta imbalan (ujrah) atau fee dalam 

batas kewajaran kepada nasabah dan bank dapat mengenakan 

biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah. Dalam 

hal ini Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dalam 

pelaksanaanya tidak sama dengan skema yang disuguhkan oleh 

PBI maupun SEBI dengan alasan prinsip ekonomi yang lebih 

memudakan nasabah ketika pengembalian dana qardh secara 

angsuran dan menggunakan akad baru lagi. 
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Dalam hierarki hukum di Indonesia, lembaga keuangan 

termasuk di dalamnya adalah bank syariah merupakan lembaga 

yang patuh dan tunduk terhadap Undang-Undang yang berlaku. 

Dalam hal ini, bank syariah sudah sepantasnya patuh dan 

berpedoman pada UU Perbankan syariah. dalam peraturan 

perundangan yang menjadi payung hukum perbankan di 

Indonesia, disebutkan bahwa semua bank baik konvensional 

maupun syariah yang beroperasi di Indonesia berada di bawah 

pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia (BI) sebagai 

bank sentral, namun sejak tahun 2011 telah beralih tugas 

pengawasan, pembinaan dan perlindungan yang awalnya tugas BI 

beralih ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). 

Bank Indonesia sebagai bank sentral nasional 

mengeluarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) untuk 

mempertegas peraturan yang telah diturunkan oleh Undang-

Undang dan kedudukan PBI mempunyai kekuatan hukum selama 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan (pasal 7 ayat 4 

UU No. 10 Tahun 2004). Tentang kekuatan hukum Peraturan 

Bank Indonesia lebih tegas lagi diungkapkan dalam UU 

Perbankan syariah (UU No. 10 Tahun 2004) ada beberapa pasal 

yang memerintahkan “ketentuan lebih lanjut mengenai hal tertentu 

diatur dalam PBI”.  

Setelah PBI menjadi pelaksana Undang-Undang, ada lagi 

pelaksana PBI yakni SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) 
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merupakan regulasi yang berisi ketentuan pelaksanaan PBI yang 

lebih detail dalam ketentuan pelaksanaan PBI. 

Dalam hal ini akad hiwalah dan pengalihan hutang telah 

diatur dalam UU Perbankan Syariah, PBI, SEBI, dan DSN MUI, 

hanya saja terdapat beberapa perbedaan terkait skema 

pelaksanaanya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

pembahasan sebelumnya. Dalam pelaksanaanya sekali lagi Bank 

Jateng Cabang Syariah mempraktikan sesuai akad yang dijelaksan 

dalam Fatwa DSN MUI Nomr 31 Tahun 2002 tentang Pengalihan 

Hutang.  

Apabila melihat dari segi tatanan hukum nasional, fatwa 

DSN MUI tidaklah masuk ke dalam hierarki hukum di Indonesia, 

dan tidak dapat menjadi payung hukum secara positif. Kehadiran 

Fatwa DSN MUI adalah sebagai fasilitator bank syariah dalam 

operasionalnya yang memberikan solusi-solusi desain akad untuk 

dipraktikkan di bank syariah sehingga pelaksanaanya tidak 

melanggar ketentuan syariah. 

Dalam konteks hukum normatif perbedaan atara dua 

regulasi yang sama-sama menjadi pedoman pelaksanaan 

perbankan syariah kali ini memunculkan isu hukum, yaitu 

pertentagan hukum (conflict of norm). Dilihat dari analisis penulis 

kedua regulasi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan, 

diantaranya: 
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1. Pengalihan hutang (take over) sebagaimana yang 

diatur dalam PBI, dan SEBI menggunakan akad 

hiwalah 

a. Kelebihan dari akad hiwalah yakni, sesuai dengan 

hakikat pengalihan hutang dalam Islam. 

Pemindahan hutang dari tanggung jawab sesorang 

menjadi tanggung jawab orang lain, dengan 

sistem qardh, bukan kemudian terjadi akad baru 

lagi. Sedangkan akad qardh yang diikuti akad 

baru sepertihalnya qardh wal murabahah, 

sebagaimana alternatif pertama dalam fatwa DSN 

MUI masih ada beberapa pendapat yang 

mergukan kehalal an akad tersebut karena riskan 

menyerupai ba’i al-inah. 

b. Kekurangan dari skema yang ditawarkan SEBI 

dan PBI tentang akad pengalihan hutang 

menggunakan hiwalah adalah tidak lengkapnya 

skema yang ditawarkan, karena dalam SEBI 

tersebut tidak dijelaskan secara jelas dan lengkap 

sampai penyelesaian pengalihan hutang tersebut. 

Dalam SEBI hanya mengatur sampai pemberian 

dana talangan saja, menggunakan dana qardh 

kemudian atas pemberian talangan tersebut 

diperbolehkan mengenakan imbalan sewajarnya 



106 

atau biaya administrasi sewajarnya. Selesai 

sampai di situ, tidak dijelaskan bagaimana skema 

pengembalian dana qardh. 

2. Pengalihan hutang (take over) sebagaimana yang 

diatur dalam Fatwa DSN MUI. 

a. Kelebihan skema yang ditawarkan oleh DSN 

MUI adalah penyelesian pengalihan hutang 

sangat jelas dan terstruktur secara lengkap, selain 

itu menurut Analis Keuangan Bank Jateng 

Cabang Syariah Semarang, skema ini paling 

realistis diterapkan di perbankan. Dalam fatwa 

ini, ditawarkan beberapa macam desain akad 

untuk menyelesaikan pengalihan hutang yang 

sesuai dengan produk pembiayaan di perbankan. 

Dengan adanya empat skema akad tersebut, dari 

segi ekonomis hal itu juga terhitung lebih 

mendukung tingkat kesehatan bank, artinya, aset 

bank dapat bertambah dengan memberlakukanya 

pembiayaan untuk menyelesaikan pengalihan 

hutang. 

b. Kekurangan dari skema yang ditawarkan oelh 

DSN MUI ini adalah ketidak sesuaian dengan 

skema akad pengalihan hutang adalam Islam 

(hiwalah), karena dalam skema ini, ditawarkan 
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penyelesaian pengalihan hutang dengan desain 

kombinasi akad yang  beberapa masyarakat belum 

mengamini pernyataan halal oleh MUI terkait 

praktik hybrid contrac tersebut, sehingga masih 

banyak presepsi masyarakat yang ragu atas 

kesyariahan bank syariah. Dengan begitu, 

berkurang pula kuantitas pengguna bank syariah. 

Hemat penulis, pelaksanaan pengalihan hutang di Bank 

Jateng Cabang Syariah Semarang tidak bertentangan dengan 

hukum, baik hukum positif ataupun hukum Islam. Karena dari 

segi hukum positif tidak ada larangan terkait pelaksanaan 

operasional bank syariah untuk selalu patuh terhadap Surat Edaran 

Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan 

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum 

dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. Urutannya UUD 1945, 

UU/Perppu, PP, Perpres, Perda. Tidak ada penyebutan SE secara 

eksplisit. Kedudukan SEBI di Bank Jateng Syariah sendiri 

merupakan salah satu pedoman pelaksanana operasional bank, 

hanya saja dalam menyikapi kebijakan, memang ada beberapa 

kebijakan yang hanya mengatur dasarnya saja, tidak secara 

gamblang sehingga diberi kesempatan untuk menyusun kebijakan 
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yang lebih lanjut dan lebih jelas, dengan berpedoman kepada 

kebijakan sebelumnya. 

Pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang 

Syariah Semarang yang lebih memilih menggunakan empat akad 

alternatif sebagaimana yang ditawarkan oleh DSN MUI, bukan 

merupakan sebuah pelanggaran atau tindakan pidana dalam 

perbankan. Mengacu pada pasal 24 UU perbankan syariah tentang 

larangan bagi BUS dan UUS yaitu
2
 ; 

1. Dilarang melakukan kegiatan usaha yang 

bertentangan dengan prinsip syariah.  

 Dalam hal ini pelaksanaan pengalihan hutang 

di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tidak 

betrentangan dengan prinsip syariah, karenan 

mebbggunakan akad yang sesuai dengan Fatwa DSN 

MUI 

2.  Dilarang melakukan kegiatan jual beli saham secara 

langsung di pasar modal 

 Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan 

pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah 

Semarang tidak melakuakan larangan poin ke 2. 

                                                           
 

2
Naskah Undang-Undang Perbankan Syraiah Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah 

http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pd

f.  

http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf
http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf


109 

3. Dilarang melakukan penyertaan modal, kecuali pada 

bank syariah atau lembaga keuangan syariah (untuk 

UUS tidak boleh) atau untuk kepentingan 

restrukturisasi pembiayaan. 

 Dalam konteks pelaksanaan pengalihan 

hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang kali 

ini, tidak melanggar larangan poin ke 3. 

4. Dilarang melakukan kegiatan usaha perasuransian, 

kecuali agen pemasaran produk asuransi syariah. 

Dalam konteks pelaksanaan pengalihan hutang di 

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang kali ini, tidak 

melanggar larangan poin ke 4. 

Dengan demikian, pelaksanaan pengalihan hutang di 

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dikatakan sesuai hukum 

Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam empat 

alternatif akad yang digunakan oleh Bank Jateng Cabang Syariah 

Semarang telah dilegalkan dan secara sah difatwakan oleh DSN 

MUI. Dari segi hukum positif, pelaksanaan pengalihan hutang 

tersebut juga dinilai tidak melanggar ketentuan larangan Undang-

Undang perbankan syariah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai : 

1. Dasar hukum yang digunakna dalam pelaksanaan pengalihan 

hutang (take over) ini Bank Jateng Cabang Syariah Semarang 

adalah berpedoman pada SE Direksi Nomor 7627/ HT.01.03/ 

SYAR/ 2016 Semarang, 31 Agustus 2016 perihal Persyaratan 

dan Tata Cara Take Over Pembiayaan dari Bank Lain di 

Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu 

Syariah. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan skema empat 

alternatif akad yang serupa dengan Fatwa DSN MUI Nomor 

31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang. 

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang memberikan 

qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah 

melunasi kredit terhadap bank lain, dengan demikian 

kepemilikan aset telah menjadi kepemilikan penuh nasabah. 

Sampai di sini, pengalihan hutang telah terjadi. Sebagaimana 

definisi pengalihan hutang, adalah berpindahnya kewajiban 

muhil (orang yang berhutang) kepada muhal ‘alaih (penerima 

pemindahan) terhadap muhal (orang yang memberi hutang). 
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Selanjutnya terjadi skema penyelesaian pengalihan hutang, 

dengan hasil penjualan aset miliknya tersebut, nasabah 

menjual kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. 

Nasabah mendapatkan dana atas hasil penjualan asetnya tadi, 

dengan dana tersebut nasabah melunasi qardhnya kepada 

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. 

Tahap selanjutnya adalah tahap pengambilan kembali aset 

nasabah menggunakan beberapa akad yang ditawarkan 

diantaranya, murabahah, ijarah, musyarakah, dan ijarah 

muntahiya bitamlik. Desain akad selanjutnya untuk tahap 

pengembalian aset nasabah, disesuaikan dengan kebutuhan 

nasabah. 

Meski demikian, pada dasarnya ketentuan tentang 

pengalihan hutang telah disinggung pula dalam UU 

Perbankan Syariah, PBI, dan SEBI. Dalam ketiga regulasi 

tersebut, pengalihan hutang dalam perbankan syariah 

ditawarkan menggunakan akad hiwalah. Namun, dalam 

praktiknya akad hiwalah sebagaimana yang dijelaskan secara 

detail dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 14/ 

DpBS 17 Maret 2008, penulis nilai belum sepenuhnya solutif. 

Dalam SEBI tersebut hanya mengatur tentang skema 

peristiwa pengalihan hutang saja dari mulai pemberian dana 

talangan berupa dana qardh untuk membayar hutang nsabaha 

kepada bank sebelumnya (bank konvesonal). Kemudian diatur 
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tentang pembolehan penarikan ujroh atau imbalan 

sewajarnya, dan biaya administrasi seajarnya. Tidak diatur 

bagaimana skema pengembalian dana qardh, apakah boleh 

dilakukan dengan akad murabahah, atau musyarakah, dan 

lain lain. Tidak dijelaskan pula mengenai  sistem 

pembayaranya boleh dibayarkan secara cicilan atau harus 

langsung sekali terselesaikan. 

Dengan begitu, dasar hukum yang digunakan Bank 

Jateng Cabang Syariah Semarang dalam operasional 

pengalihan hutang (take over) berpijak pada fatwa DSN MUI. 

Yang mana, penggunaan dasar hukum tersebut dinilai telah 

sesuai dengan kebutuhan bank. Di Bank Jateng Cabang 

Syariah Semarang kedudukan sumber hukum UU Perbankan 

Syariah, PBI, SEBI dan Fatwa DSN MUI adalah saling 

melengkapi.  

2. Pelaksanaan pengalihan hutang (take over) di Bank Jateng 

Cabang Syariah Semarang dari segi hukum Islam, telah sesuai 

dengan syariah. Pelaksanaan pengalihan hutang yang terjadi 

yaitu menggunakan penggabungan akad yang telah dilegalkan 

oleh DSN MUI yakni akad qardh wal murabahah, qardh wal 

musyarakah, qardh wal ijarah, dan qardh wal ijarah 

muntahiya bitamlik.  

Dari segi hukum positif, pelaksanaan pengalihan hutang di 

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dinilai tidak 
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melanggar Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 

Tahun 2008, Karena tidak menyalahi ketentuan ada dalam 

Undang-Undang tersebut.  

B. Saran 

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis 

menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada 

mengenai pembahasan “Analisis Pelaksanaan Pengalihan 

Hutang (Take Over) di Bank Jateng Cabang Syariah 

Semarang” Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Sampai saat ini, regulasi yang terbaru dari tentang 

pengalihan hutang di bank syariah adalah PBI (Peraturan 

Bank Indonesia) No. 9/ 19/ PBI/ 2007 tentang 

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta 

Pelayanan Bank Syariah. Di dalam PBI tersebut mengatur 

tentang pelayanan jasa di bank syariah salah satunya adala 

pengalihan hutang menggunakan akad hiwalah. Namun 

penjelasan yang disuguhkan PBI ataupun turunannya 

(SEBI) tidak sepenuhnya jelas. Artinya, dalam regulasi 

tersebut hanya mengatur bagaimana mekanisme 

pengalihan hutangnya saja, tetapi belum dibahas hingga 

penyelesaian pengembalian dana talanganya 

menggunakna akad apa. Untuk itu, diharapkan Otoritas 



114 

 
 

Jasa Keuangan yang saat ini menjadi lembaga yang 

mengatur, mengawasi dan melindungi lembaga keuangan 

segera menerbitkan POJK terkait prosedur pengalihan 

hutang (take over) di Bank Syariah. Apakah harus 

menggunakan akad hiwalah saja atau boleh menggunakan 

akad lain yang diantaranya adalah 4 akad alternatif sesuai 

yang ditawarkan DSN MUI.   

2. Dengan memperhatikan dan mengahawatirkan terjadinya 

pertentangan hukum yang terjadi antara fatwa DSN MUI 

dan Peraturan atau undang-undang hukum positif untuk 

berbankan, ada baiknya komunikasi yang baik antara 

kedua lembaga tersebut ketika mengeluarkan sebuah 

produk hukum sangat diperlukan. Sebagaimana kerancuan 

akad yang ditawarkan dalam pelaksanaan pengalihan 

hutang ini. Karena bagaimanapun kedua lembaga ini 

sama-sama menjadi pedoman pelaksanaan operasional 

bank syariah di Indonesia. 

 

C. Penutup 

Puji syukur kehadirat Allah dzat yang maha benar, 

hanya karena ridho dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana 

dalam bidang hukum Islam. Namun harap untuk bisa 

dimaklumi bahwa al inshanu mahalul khata wa nisyan bahwa 
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manusia adalah tempat salah dan lupa. Penulis skripsi ini yang 

sarat dengan kelemahan, ketidak mampuan,dan kekurangan 

yang tak mungkin untuk ditutuptutupi. Selanjutnya hanya 

kepada Allah penulis bertawakal dan berdoa dengan penuh 

harap semoga apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini 

bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja 

(sebagai amal sholeh). Semoga skripsi ini dapat menjadi 

inspirasi, menambah khazanah bagi kita semua. Amin. 

Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang 

selanjutnya penulis harapkan untuk dijadikan evaluasi dalam 

langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. 

Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapa pun 

yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.  
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